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Allah Maha Adil dan Bijaksana, Allah sudah menentukan jalan hidup masing-
masing Makhluk-Nya 
 
Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti 
 (Dewa) 
 
Do the best and you will get the best resul 
 (My Wish) 
 
I never could have done what I have done without the habit punctuality,order and 
diligence,without the determination to concentrate myself on one subject at a time 
(Charles Dickens) 
 
When one door closes another door opens, but we often look so long and so 
regretfully upon the closed door, that we do not see the ones which open for us 






















































Segala puji bagi Allah Yang Maha Cerdas dan Bijaksana tempat 





Dengan menyebut Asma Allah SWT, 
Karya ini juga penulis persembahkan 
untuk: 
v Bapak dan Ibuku tercinta, setulus 
hatiku untuk membuat Bapak bangga 
dan bahagia serta ibu bisa tersenyum 
bangga di surga; 
v My Wish, pangeran sepanjang hidupku, 
dengan cinta sepenuh hati 
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Sri Wahyuni, E 0007218. 2011. POLA DAN BENTUK PELAKSANAAN 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG UNTUK 
MEWUJUDKAN KONSTITUSIONALISME. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola dan bentuk pelaksanaan 
putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara pengujian 
undang-undang dan apakah pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia dalam perkara pengujian undang-undang tersebut sudah mewujudkan 
konstitusionalisme. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal 
research, memberikan analisis bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia terkait dengan perkara pengujian undang-undang untuk 
mewujudkan konstitusionalisme. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan 
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual 
approach), serta pendekatan analitis (analytical approach). Sumber penelitian 
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi dokumen. Teknik 
analisa bahan hukum dilaksanakan dengan memahami gejala yang diteliti untuk 
kemudian mendeskripsikan data-data yang diperoleh selama penelitian dan 
mengkualitatifkan data sebagai fokus utama dari penelitian hukum ini sehingga 
dapat memberikan gambaran utuh dan menyeluruh bagi fenomena yang diteliti, 
dan pada akhirnya memberikan simpulan yang solutif untuk memecahkan 
permasalahan yang diteliti dengan memberikan rekomendasi seperlunya. Metode 
penalaran yang digunakan adalah metode penalaran (logika) deduktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, 
pertama, pola dan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia, pola pelaksanaan putusannya, yaitu tidak dapat diterima, dikabulkan, 
ditolak, konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), tidak konstitu-
sional bersyarat (conditionally unconstitutional), ultra petita, dan perumusan 
norma dalam putusan. Sedangkan bentuk pelaksanaan putusannya, yaitu 
ditindaklanjuti, tidak perlu ditindaklanjuti, ditindaklanjuti dengan jangka waktu 
tertentu, ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang baru dan 
ditindaklanjuti dan jika bertentangan dapat dimohonkan pengujian kembali. 
Kedua, pola dan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ada yang 
telah mewujudkan konstitusionalisme dan ada yang belum. Pola pelaksanaan 
putusan yang sudah mewujudkan konstitusionalisme, yaitu dikabulkan, ditolak, 
dan tidak dapat diterima. Sedangkan pola pelaksanaan putusan yang belum 
mewujudkan konstitusionalisme, yaitu perumusan norma baru dalam putusan, 
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Kemudian, bentuk pelaksanaan putusan yang sudah mewujudkan konstitusio-
nalisme, yaitu ditindaklanjuti, tidak perlu ditindaklanjuti, dan ditindaklanjuti 
dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan bentuk pelaksanaan putusan yang 
belum mewujudkan konstitusionalisme, yaitu ditindaklanjuti dengan pembentukan 
undang-undang baru dan ditindaklanjuti dan jika bertentangan dapat dimohonkan 
pengujian kembali. 




































































Sri Wahyuni, E 0007218. 2011. THE PATTERN AND FORM OF THE 
IMPLEMENTATION OF VERDICTS OF THE CONSTITUTIONAL 
COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE JUDICIAL 
REVIEW CASES TO FORM THE CONSTITUTIONALISM. Faculty of 
Law Sebelas Maret University. 
The purpose of this research is to identify the pattern and form of the 
implementation of the verdicts of the Constitutional Court of the Republic of 
Indonesia in the judicial review cases and whether the implementation of verdict 
the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in the judicial cases has 
already realized constitutionalism. 
This research is a normative or doctrinal legal research, provide analysis of 
the implementation of the verdict of the Republic of Indonesia with regard to the 
judicial review cases to realize constitutionalism. The approaches used in this 
research are the approach of legislation (statute approach), the approach of the 
concept (conceptual approach), and analytical approach (analytical approach). The 
sources of this research are the primary legal materials and secondary legal 
materials. The technique of collecting the source of this research is to study the 
documents. The analysis technique of legal materials is carried out by 
understanding the symptoms of the objects which is researched and then 
describing the data obtained during the study and qualifying the data as the main 
focus of this legal research in order to provide complete and comprehensive 
description of the phenomenon of the investigation, and ultimately provide for the 
solutif conclusion to solve the problems of this research by providing the 
necessary recommendations. The reasoning method used is the method of 
deductive reasoning (logic). 
The results of the analysis on this research results the conclusions. First, 
the pattern and the form of implementation of the verdict of the Constitutional 
Court of the Republic of Indonesia in the judicial review cases, the 
implementation pattern of verdicts are unaccepted, granted, denied, conditionally 
constitutional, conditionally unconstitutional, and the formulation norm in the 
verdict. While, the implementation form of verdicts are need to be followed up, do 
not need to be followed up, followed up with a certain period of time, followed up 
by forming the new constitution, followed up with the condition if they are not 
suitable with the constitualism they can be asked for the next judicial review. 
Second, the pattern and the form implementation of the Constitutional Court of 
the Republic of Indonesia in the judicial review cases is that some has been 
realizing constitutionalism and some has not been. The implementation pattern of 
the verdict from that has been realizing constitutionalism, that are granted, denied, 
, and unaccepted. While, the imple enta ion pattern of the verdicts that have not 
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petita, conditionally unconstitutional, and conditionally constitutional. And then, 
the implementation form of the verdict from that has been realizing 
constitutionalism, that are need to be followed up, do not need to be followed up, 
and foolowed up with a certain period of time. While, the implementation form of 
the verdicts that have not realized constitutionalism are followed up by forming 
the new constitution and followed up with the condition if they are not suitable 
with the constitutionalism they can be asked for the next judicial review. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut secara tegas dinyatakan 
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945. Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, 
ketika ia mengintroduksi konsep Nomoi. Dalam konsep Nomoi, Plato mengemu-
kakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada 
pengaturan (hukum) yang baik (Tahir Azhary, 1992: 66). Gagasan Plato tentang 
negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang 
menuangkan dalam bukunya yang berjudul Politica. Menurut Aristoteles, negara 
yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan 
hukum (Azhary, 1995: 20). 
Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tengge-
lam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih 
eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari 
Friedrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl sebagai-
mana dikutip oleh Miriam Budiardjo, unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) 
yaitu (Julius Stahl dalam Miriam Budiardjo, 1982: 57): 
1. Perlindungan hak-hak asasi manusia; 
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 
3. Pemisahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 
Menurut Jimly Asshiddiqqie, dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa  
Kontinental yang biasa disebut rechtsstaat, terdapat elemen pembatasan kekua-
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Upaya pembatasan kekuasaan dilakukan dengan mengadakan pola-pola pembata-
san di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri yaitu dengan 
mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara ke dalam beberapa 
fungsi yang berbeda. Pembatasan kekuasaan (limitation of power) erat kaitannya 
dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan 
(distribution of power) (Jimly Asshiddiqie, 2006: 15-16). Istilah pemisahan 
kekuasaan di Indonesia merupakan terjemahan dari separation of power berdasar-
kan teori trias politica atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montes-
quieu harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang 
tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan legislatif hanya 
dilakukan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh 
lembaga eksekutif demikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh 
cabang kekuasaan yudisial. 
Gagasan itulah yang kemudian berkembang ke arah pemikiran bahwa 
negara hukum modern adalah cita-cita pembangunan negara hukum Indonesia. 
Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam gagasan negara hukum modern tersebut 
telah dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut: (1) supremasi hukum 
(supremacy of law); (2) persamaan dalam hukum (equality before the law); (3) 
asas legalitas (due process of law); (4) pembatasan kekuasaan; (5) organ-organ 
eksekutif independen; (6) peradilan bebas dan tidak memihak; (7) peradilan tata 
usaha negara; (8) peradilan tata negara (constitutional court); (9) perlindungan 
hak asasi manusia; (10) bersifat demokratis (democratische rechtsstaat); (11) 
berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat); dan 
(12) transparansi dan kontrol sosial (Jimly Asshiddiqqie, 2005: 154-162). 
Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh negara (pemerintah) melalui 
organ-organ negaranya harus selalu berdasarkan pada hukum. Pelanggaran atau 
penyimpangan terhadap prinsip tersebut, harus ada tindakan evaluasi atau 
penegakan hukum yang tegas. Pengadilan tata negara adalah institusi yang secara 
konseptual diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi atau mengadili 
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bertentangan dengan konstitusi negara. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 
salah satu bentuk penerapan prinsip negara hukum modern dalam sistem ketata-
negaraan di Indonesia adalah harus adanya mekanisme kontrol normatif terhadap 
produk perundang-undangan oleh suatu pengadilan tata negara (Djatmiko Anom 
Husodo, 2010: 3). Konsep tersebut secara normatif telah diatur dalam Pasal 24A 
ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang 
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang”. Terkait dengan ketentuan tersebut, 
selanjutnya pada Pasal 24C ayat (1) menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi 
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan … “. 
Oleh karena itu, secara kelembagaan organ negara yang diberi tugas atau berwe-
nang untuk melakukan kontrol normatif terhadap perundang-undangan di Indo-
nesia adalah Mahkamah Agung untuk pengujian produk perundang-undangan 
dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan Mahkamah Konstitusi 
untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 1945.  
Keberadaan Mahkamah Konstitusi semakin diperkuat dengan adanya 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-
undang tersebut terdiri dari 88 pasal dimana hukum acara Mahkamah Konstitusi 
diatur mulai dari Pasal 28 sampai Pasal 85 sedangkan ketentuan lainnya merupa-
kan aturan hukum materiil. Oleh karena itu, hukum acaranya hanya mengatur hal-
hal yang pokok saja sedangkan hal-hal yang lebih rinci diserahkan kepada Mahka-
mah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 
86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa 
Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi 
kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut sangat memung-
kinkan adanya kekosongan hukum dalam prakteknya.  
Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putu-
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dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari 3 (tiga) jenis, 
yaitu: dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Tetapi dalam kenyataannya 
terdapat 6 (enam) jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian un-
dang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yaitu (1) dikabulkan; (2) dikabulkan keseluruhan; (3) dikabulkan untuk 
sebagian; (4) ditolak; (5) ditolak (dengan syarat konstitusionalitas tertentu); dan 
(6) tidak dapat diterima (Yance Arizona, 2008: 4).  
Salah satu jenis putusan yang menarik adalah putusan yang amar putusan-
nya ditolak tetapi dalam pertimbangan hukumnya memberikan syarat konstitu-
sionalitas atau menyatakan salah satu ketentuan dalam undang-undang Konstitu-
sional Bersyarat (conditionally constitutional). Konstitusional Bersyarat (conditio-
nally constitutional) dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang 
menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak berten-tangan dengan 
konstitusi dengan memberikan persyaratan kepada lembaga negara dalam pelak-
sanaan suatu ketentuan undang-undang untuk memperhatikan penafsiran Mahka-
mah Konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang sudah diuji 
tersebut. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi atau ditafsirkan lain oleh lembaga 
negara yang melaksanakannya, maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji 
tersebut dapat diajukan untuk diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi (Yance 
Arizona, 2007: 130). Istilah conditionally constitutional pertama kali diper-
kenalkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 058-059-060-
063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang No-
mor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan yang terbaru adalah putusan per-
kara Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Selain putusan yang Conditionally Constitutional ada juga putusan yang 
Conditionally Unconstitutional. Pada dasarnya, putusan tidak konstitusional ber-
syarat juga disebabkan karena jika hanya berdasarkan pada amar putusan yang 
diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
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permohonan ditolak, maka akan sulit untuk menguji undang-undang dimana 
sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara 
umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah 
dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak (Tim Penyusun Hukum Acara 
Mahkamah Konstitusi, 2010: 143-144). Contoh putusan tidak konstitusional ber-
syarat (conditionally unconstitutional) adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2003 tentang Advokat. 
Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1), putusan Mahkamah Konstitusi bersifat 
final dan mengikat. Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa sifat dari amar putusan 
Mahkamah Konstitusi memiliki sifat declaratoir (menyatakan apa yang menjadi 
hukum), condemnatoir (menghukum tergugat atau termohon untuk melakukan 
suatu prestasi) dan constitutif (menciptakan suatu keadaan hukum baru) (Maruarar 
Siahaan, 2006: 240-242). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-
undang bersifat declaratoir constitutief. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi 
meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai nega-
tive legislator (A Fickar Hadjar, 2003: 34). Hal tersebut berarti menjadikan Mah-
kamah Konstitusi mereduksi kewenangan lembaga legislatif dalam membentuk 
peraturan perundang-undangan.  
Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi setelah diucap-
kan dalam sidang pengadilan maka mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan 
mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial (Maruarar Siahaan, 
2003: 252-258). Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat tidak hanya bagi pemo-
hon tetapi bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum yang ada di selu-
ruh wilayah Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa dipakai sebagai 
alat bukti serta berlaku sebagai undang-undang tanpa dilakukan perubahan terha-
dap isi undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
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sebagai pembentuk undang-undang yang seharusnya menjadi wewenang Presiden 
bersama Dewan Perwakilan Rakyat. 
Permasalahan lebih lanjut terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi 
dalam perkara nomor 006/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Putusan 
tersebut pantas untuk dikaji lebih lanjut karena putusan tersebut melebihi apa 
yang dituntut atau biasa disebut dengan ultra petita. Dalam permohonan perkara 
tersebut yang diajukan hanya beberapa pasal saja tetapi putusannya membatalkan 
keseluruhan dari undang-undang tersebut. Bahkan, dengan dibatalkannya undang-
undang tersebut menghapuskan fungsi dan wewenang dari Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi yang terbentuk dengan undang-undang tersebut. Hal ini menarik un-
tuk dikaji mengenai pelaksanaan dari putusan tersebut.  
Perkembangan-perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain 
seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang menunda keberlakuan putusan serta Putusan Mahka-
mah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan norma 
dalam putusan. Kemudian mengenai putusan yang tidak dapat diterima seperti 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau dalam putusan 
yang permohonannya ditolak seperti dalam Putusan Mahkamah Konsti-tusi 
Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Ta-
hun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terkait dengan bentuk-bentuk putusan tersebut, 
seperti apakah bentuk pelaksanaan putusannya sangat menarik untuk dikaji lebih 
lanjut. 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 001-021-022/PUU-
I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketena-
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Undang-undang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. Dalam putusan tersebut, hakim Mahkamah Konstitusi juga menya-
rankan untuk segera disiapkan Rancangan Undang-Undang Ketenaga-listrikan 
yang sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Oleh karena itu, dibuatlah Undang-Undang Ketenaga-listrikan yaitu 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 23 Sep-
tember 2009 dan diumumkan dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 133. Akan tetapi Undang-Undang yang baru ini pun belum menga-
komodir apa yang menjadi maksud hakim Mahkamah Konsti-tusi yang meru-
pakan penafsir tunggal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Hal ini terbukti dengan diajukannya Undang-Undang tersebut ke mahkamah 
Konstitusi lagi untuk diuji karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui contoh tersebut 
terlihat bagaimana problema dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 
terkait dengan perkara pengujian undang-undang. Hal ini sangat menarik untuk 
dikaji lebih lanjut karena Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of consti-
tution dan Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai the supreme law of the land. 
Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis hendak 
mengkaji lebih lanjut bagaimana pola dan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan perkara pengujian undang-undang 
dan apakah pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait 
dengan perkara pengujian undang-undang tersebut sudah mewujudkan konstitu-
sionalisme melalui penyusunan penulisan hukum dengan judul “Pola dan Bentuk 
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis meru-
muskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan 
dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana pola dan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia dalam perkara pengujian undang-undang? 
2. Apakah pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
dalam perkara pengujian undang-undang sudah mewujudkan konstitusio-
nalisme? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyajikan data-data hukum yang 
akurat dan memiliki validitas untuk menjawab permasalahan, sehingga dapat 
mendatangkan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengkategorikan tujuan penelitian ke 
dalam kelompok tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pola dan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan perkara pengujian undang-
undang; dan 
b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan putusan Mahkamah Kons-titusi 
Republik Indonesia sudah mewujudkan konstitusionalisme. 
2. Tujuan Subyektif  
a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis di 
bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai bentuk pelaksa-naan 
putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan perkara 













































commit to user 
9 
 
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana 
dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan 
memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin pihak yang terkait dengan penulisan 
hukum ini, yaitu bagi penulis, maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain. 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 
ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya; 
b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Tata Negara 
tentang bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia terkait dengan perkara pengujian undang-undang untuk 
mewujudkan konstitusionalisme; dan 
c. Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap pene-litian-
penelitian sejenis pada tahap selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis  
a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan 
membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui kemapuan 
penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan 
b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan 
penelitian ini. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data dalam 
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secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian 
yang dirumuskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah 
suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006: 35). Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argu-
mentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah 
yang dihadapi. Untuk mendapatkan data dan penelitian yang bulat dan utuh dalam 
rangka memberikan gambaran dan uraian mengenai bentuk pelaksanaan putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dalam perkara pengujian un-
dang-undang untuk mewujudkan konstitusionalisme, maka digunakan metode 
penelitian yang sesuai. Metode dalam penulisan hukum ini dapat dirinci sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum 
normatif atau doctrinal research. Hutchinson mendefinisikan penelitian hu-
kum doktrinal sebagai berikut, “Research wich provides a systematic exposi-
tion of rules governing a particular legal category, analyses the relationship 
between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predict future develop-
ment” (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 32). Pada dasarnya, penelitian hukum 
doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan terse-
but kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan 
dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti yaitu dalam hal bentuk 
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dalam 
perkara pengujian undang-undang untuk mewujudkan konstitusionalisme. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berupaya mem-
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berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial tertentu. Menurut Soerjono 
Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin  tentang manusia, keadaan atau geja-
la-gejala lainnya. Maksudnya adalah  terutama untuk mempertegas hipotesa-
hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di 
dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006: 10). 
Dalam penulisan hukum ini khususnya akan memberikan analisis bentuk 
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dalam 
perkara pengujian undang-undang untuk mewujudkan konstitusionalisme. 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian 
normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-
hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan 
analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum 
sebagai ilmu normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat 
digunakan beberapa pendekatan berikut (Johnny Ibrahim, 2005: 246): 
a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach); 
b. Pendekatan Konsep (conceptual approach); 
c. Pendekatan Analitis (analytical approach); 
d. Pendekatan Perbandingan (comparative approach); 
e. Pendekatan Historis (historical approach); 
f. Pendekatan Filsafat (philosophical approach); dan 
g. Pendekatan Kasus (case approach). 
Pendekatan tersebut dapat digabung, sehingga dalam suatu penelitian 
hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang 
sesuai, misalnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan 
pendekatan perbandingan. Namun, dalam suatu penelitian normatif, satu hal 
yang pasti adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan (statute 
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normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum 
yang ada (Johnny Ibrahim, 2005: 247). 
Penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual 
approach), serta pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan 
perundang-undangan secara otomatis dipilih karena kajian penelitian hukum 
yang bersifat yuridis normatif, sedangkan pendekatan konsep dipilih untuk 
menyusun abstraksi dari pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep hukum 
universal ke dalam batasan teritorial dan historis kenegaraan Indonesia. 
Selanjutnya pendekatan analitis dipakai untuk memadukan konsep-konsep 
yang semula terpecah satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan yang padu 
dan utuh menurut alur berpikir yang rasional dan sistematis.  
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan 
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 
2006: 93). Penelitian ini mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Mahka-
mah Konstitusi serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan 
mengenai pengujian Undang-Undang Kejaksaan yang conditionally consti-
tutional, putusan mengenai pengujian Undang-Undang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi yang ultra petita serta putusan mengenai pengujian Undang-
Undang Ketenagalistrikan untuk mengkaji bagaimana putusan-putusan terse-
but dilaksanakan dalam mewujudkan konstitusionalisme. 
Pendekatan konsep adalah pendekatan yang melibatkan integrasi 
mental atas dua unit atau lebih yang diisolasikan menurut ciri khas dan yang 
disatukan dengan definisi yang khas. Kegiatan pengisolasian yang terlibat 
adalah merupakan proses abstraksi, yaitu fokus mental selektif yang menghi-
langkan atau memisahkan aspek realitas tertentu dari yang lain. Sedangkan 
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grasi, yaitu pemaduan unit menjadi sesuatu yang tunggal, entitas mental baru 
yang dipakai sebagai unit tunggal pemikiran (namun dapat dipecahkan men-
jadi unit komponen manakala diperlukan) (Ayn Rand dalam Johnny Ibrahim, 
2005: 253). Praktisnya penulis hendak menunjukkan bahwa penulis mengabs-
traksikan konsep negara hukum modern dan konstitusionalisme yang telah 
dikaji secara universal oleh para pakar ilmu hukum sebelumnya, kemudian 
mengintegrasikan konsep tersebut dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, 
sehingga dinamika tersebut menghasilkan praktek pengujian undang-undang.  
Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dipa-
kai pula pendekatan analitis. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum 
adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan 
dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui 
penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hukum (Johnny Ibrahim, 
2005: 256). Secara khusus penulis berusaha untuk memperoleh makna baru 
yang terkandung dalam teori atau konsep hukum yang relevan dengan 
penelitian.  
Teori atau konsep yang dimaksud adalah teori konstitusionalisme, 
negara hukum modern dan pembagian kekuasaan. Negara hukum modern 
membutuhkan konstitusionalisme untuk membatasi kekuasaan. Hal ini selaras 
dengan teori pembagian kekuasaan dan check and balances system. Dinamika 
tersebut menghasilkan praktek pengujian undang-undang oleh Kekuasaan 
Kehakiman yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia. 
Pendekatan analitis dalam penulisan hukum ini bermanfaat untuk 
memperdalam kajian terhadap bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Kons-
titusi Republik Indonesia terkait dengan perkara pengujian undang-undang 
untuk mewujudkan konstitusionalisme. Demi memperdalam kajian seperti 
sebagaimana disebutkan, maka penulis harus mempertimbangkan berbagai 
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Indonesia dengan kewenangan untuk menguji undang-undang, misalnya 
faktor historis, faktor politik, dan sebagainya. 
4. Sumber Penelitian 
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan 
bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan 
bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum yang bukan merupakan 
dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Bahan hu-
kum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan 
resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. 
Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu: 
1) Peraturan Dasar yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Peraturan perundang-undangan yang digunakan, yaitu Undang-
Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 
3) Putusan pengadilan yang digunakan yaitu putusan-putusan 
Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perkara pengujian 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian ini dipersempit hanya 
dalam delapan putusan, yaitu: 
a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-
I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan; 
b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
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c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris; 
d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; 
e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-IV/2006 
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006 
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran; 
g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokat; dan 
h) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 
jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang ber-
kaitan dengan topik yang dibahas.  
5. Teknik Pengumpulan Sumber Penelitian 
Teknik pengumpulan sumber penelitian dimaksudkan untuk mempe-
roleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan sumber penelitian 
yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini 
adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan 
hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan 
content analysis (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 21). Studi dokumen ini ber-
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ventarisasi dan klasifikasi buku-buku, peraturan perundang-undangan, doku-
men, laporan, arsip dan hasil penelitin lainnya yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. 
6. Teknik Analisa Bahan Hukum 
Penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala 
yang diteliti untuk kemudian mendeskripsikan data-data yang diperoleh 
selama penelitian, yaitu apa yang tertera dalam bahan-bahan hukum yang 
relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan sebagaimana 
telah disinggung di atas. Mengkualitatifkan data adalah fokus untama dari 
penelitian hukum ini. Dengan demikian penulis berharap untuk dapat 
memberikan gambaran utuh dan menyeluruh bagi fenomena yang diteliti, 
yaitu seputar permasalahan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konsti-
tusi Republik Indonesia terkait dalam perkara pengujian undang-undang 
untuk mewujudkan konstitusionalisme, dan pada akhirnya memberikan sim-
pulan yang solutif untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dengan 
memberikan rekomendasi seperlunya. Metode penalaran yang dipilih oleh 
penulis adalah metode penalaran (logika) deduktif, yaitu hal-hal yang 
dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus. Dalam 
penelitian ini penulis mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum 
untuk kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan kasus faktual yang 
diteliti atau dianalisa, yaitu mengenai bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia terkait dalam perkara pengujian undang-
undang untuk mewujudkan konstitusionalisme. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum semata-mata disajikan untuk memberikan 
gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum sebagai karya 
ilmiah yang disesuaikan dengan kaidah baku penulisan suatu karya ilmiah. 
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Tinjauan Pustaka, Pembahasan dan Penutup. Disertakan pula Daftar Pustaka yang 
dilengkapi lampiran-lampiran dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab Pendahuluan menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan 
secara teoritik yang bersumber dari bahan hukum yang penulis gunakan dan 
doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang 
berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut 
meliputi tinjauan tentang teori putusan pengadilan, tinjauan tentang teori 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tinjauan tentang teori pengujian 
undang-undang, serta tinjauan tentang teori konstitusionalisme dan negara hukum 
modern. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur befikir, maka di dalam 
bab ini juga disertai dengan kerangka pikir. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan adalah titik temu dari suatu kesenjangan 
antara permasalahan penelitian dengan kaidah yang berlaku atau realitas hukum 
empiris di lapangan. Oleh karenanya penyajiannya harus sedapat mungkin 
singkat, padat dan fokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 
Untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap penelitian dan pembahasan 
dari persoalan yang diangkat oleh penulis, maka Bab Penelitian dan Pembahasan 
ini dibagi menjadi: 
1. Halaman yang mendeskripsikan hasil temuan data yang diperoleh terkait 
dengan persoalan pertama mengenai pola dan bentuk pelaksanaan putusan 
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2. Halaman yang mendeskripsikan hasil temuan data yang diperoleh guna 
menjawab persoalan kedua mengenai apakah bentuk pelaksanaan putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dalam perkara pengujian 
undang-undang sudah mewujudkan konstitusionalisme. 
BAB IV PENUTUP 
Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan, serta 
memberikan saran-saran sebagai sarana evaluasi terutama terhadap temuan-




















































A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Konstitusi, Konstitusionalisme dan Negara Hukum 
a. Konstitusi 
Konstitusi secara harfiah berarti pembentukan. Kata konstitusi 
sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu constituir yang bermakna 
membentuk. Dalam bahasa latin, istilah konstitusi merupakan gabungan 
dua kata yaitu cume dan statuere.  Bentuk tunggalnya contitutio yang 
berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamaknya 
constitusiones yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan (CF. 
Strong dalam Djatmiko Anom Husodo, 2010: 7). 
Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan what is a 
constitution dapat dijawab bahwa ”...a constitution is a document which 
contains the rules for the operation of an arganization“(Brian 
Thompson, 1997: 3) yang artinya bahwa konstitusi adalah dokumen yang 
memuat aturan-aturan untuk pengoperasian dari sebuah organisasi. Ke-
mudian C. F. Strong, menyatakan bahwa A constitutions is a collections 
of principles according to wich the power of the government the rights of 
governed and the relations between the two are adjusted (C.F Strong, 
1966: 9) yang berarti bahwa konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang 
mengatur dan menetapkan kekuasaan dan pemerintah, hak-hak yang 
diperintah, dan hubungan atara keduanya atau antara pemerintah dengan 
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Selanjutnya dikatakan pula oleh C.F Strong, A constitutions is 
used to describle the whole system of government of a contry, the collec-
tions of rules which establish and regulated or govern the government 
(C.F Strong, 1966: 9). Bahwa konstitusi dipergunakan untuk menggam-
barkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yang merupakan 
kumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur atau menentukan 
pemerintah. 
Sementara itu, Lord James Bryce menyatakan bahwa Constitution 
is a collection of principles according to which the powers of the 
government, the rights of the governed, and the relations between the two 
are adjusted (C.F Strong, 1966: 11). Artinya yaitu suatu konstitusi 
setidaknya mengatur mengenai berbagai institusi kekuasaan yang ada 
dalam negara, kekuasaan yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut, 
dan dalam cara seperti apa kekuasaan tersebut dijalankan. 
Sedangkan Henc van Masrseveen menyatakan bahwa konstitusi 
adalah:  
(1) a national document, di mana konstitusi ini berfungsi untuk 
menunjukkan kepada dunia (having constitution to show to the outside 
world) dan menegaskan identitas negara (to emphasize the state’s own 
identity); (2) a politic legal document, di mana konstitusi berfungsi 
sebagai dokumen politik dan hukum suatu negara (as a means of forming 
the state’s own political and legal system; dan (3) a bitrh of certificate, di 
mana konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu bangsa (as a 
sign of adulthood and independence) (Sri Soemantri, 2002: 17). 
Dari beberapa pendapat diatas, satu hal yang dapat ditarik benang 
merahnya adalah bahwa secara sederhana yang menjadi objek dalam 
konstitusi adalah pembatasan terhadap tindakan pemerintah, hal ini 
ditujukan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara dan 
menjabarkan bagaimana kedaulatan itu dijalankan (Djatmiko Anom 
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C.F. Strong mengibaratkan konstitusi sebagai tubuh manusia dan 
negara serta badan politik sebagai organ dari tubuh. Organ tubuh akan 
bekerja secara harmonis apabila tubuh dalam keadaan sehat dan sebalik-
nya. Negara ataupun badan-badan politik akan bekerja sesuai dengan 
fungsi yang telah ditetapkan dalam konstitusi (Sri Soemantri, 2002: 17). 
Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa konstitusi merupakan aturan 
main tertinggi dalam negara yang wajib dipatuhi baik oleh pemegang 
kekuasaan dalam negara maupun oleh setiap warga negara (Adnan 
Buyung Nasution, 1995: 111). 
Konstitusi menjadi landasan yang sangat penting dan mendasar 
bagi penyelenggaraan negara yang menganut sistem politik demokrasi, 
atau negara modern saat ini. Konstitusi menjadi hukum dasar dan 
tertinggi (the supreme law of the land), yang melandasi setiap bentuk 
hukum atau perundang-undangan lainnya. Konstitusi juga dipahami seba-
gai konsep yang berkembang, artinya tidak dapat dilihat sebagai doku-
men yang mati atau statis, tetapi hidup, tumbuh dan berkembang sebagai-
mana prinsip dasar penyelenggaraan negara yang selalu hidup mengikuti 
perkembangan dan dinamika masyarakat dan jamannya (the living consti-
tution). Dalam perspektif kedudukannya, konstitusi adalah kesepakatan 
umum (general consensus) atau persetujuan bersama (common agree-
ment) dari seluruh rakyat mengenai hal-hal dasar yang terkait dengan 
prinsip dasar kehidupan dan penyelenggaraan negara, serta struktur orga-
nisasi suatu negara (Djatmiko Anom Husodo, 2010: 10). Bahkan Justice 
Scalia menyatakan “The constitution is not an all purpose tool for judi-
cial construction of a perfect world” ( Justice Scalia dalam William 
Baude, 2010: 34) yang artinya bahwa konstitusi bukan satu-satunya alat 



















































Gagasan konstitusionalisme berawal dari perkataan Yunani kuno 
politeia dan perkataan bahasa Latin constitutio (Jimly Asshiddiqqie, 
2005: 1). Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu 
konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan 
oleh C.J Friedrich, “constitutionalism is an institutionalized system of 
effective, regularized restraints upon governmental action”. Basis 
pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di 
antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan 
dengan negara (Jimly Asshiddiqqie, 2005: 24-25). 
Menurut Abdulkadir Besar, Konstitusionalisme merupakan kom-
ponen intergral dari pemerintahan demokratis. Tanpa memberlakukan 
konstitusionalisme pada dirinya, pemerintahan demokratis tidak mungkin 
terwujud. Konstitusionalisme menurutnya memiliki dua arti yakni kons-
titusionalisme arti statik dan arti dinamik. konstitusionalisme arti statik 
berkenaan dengan wujudnya sebagai ketentuan konstitusi yang meskipun 
bersifat normatif tetapi berkualifikasi sebagai konsep dalam keadaan 
diam yang diinginkan untuk diwujukan. Paham Konstitusionalisme da-
lam arti statik yang terkandung dalam konstitusi, mengungkapkan bahwa 
konstitusi itu merupakan kontrak sosial yang didasari oleh ex ante pac-
tum  yaitu perjanjian yang ada sebelumnya (Abdulkadir Besar, 2002: 68). 
Sedangkan konstitusionalisme dalam arti dinamik rumusannya 
bersifat partikal, menunjukan interaksi antar komponennya, tidak sekedar 
rumusan yang bersifat yuridik normatif (Abdulkadir Besar, 2002: 64). 
Tetapi menurut Abdul Kadir Besar, konstitusionalisme dalam arti dina-
mik bukanlah pengganti dari konstitusionalisme dalam arti statik. Tiap 
konstitusi dari negara demokratis niscaya mengandung konsep konstitu-
sionalisme dalam arti statik yang jenis pembatasannya berbentuk konsep 
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titusionalisme dalam arti dinamik. Hal ini berarti di dalam konstitu-
sionalisme dalam arti dinamik dengan sedirinya mencakup konstitu-
sionalisme dalam arti statik (Abdulkadir Besar, 2002: 69). 
Konsensus yang menjamin tegaknya konstitutionalisme di zaman 
modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepa-
katan (consensus), yaitu (William G. Andrews dalam Jimly Asshiddiqqie, 
2005: 25-26): 
1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals 
of society or general acceptance of the same philosophy of 
government); 
2) Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan 
atau penyelenggaraan negara (the basis of government); dan 
3) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur 
ketatanegaraan (the form of institutions and proce-dures). 
Kesepakatan pertama yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama 
sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu 
negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya 
paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di anta-
ra sesama warga masyarakat yang dalam kenyatannya harus hidup di te-
ngah pluralisme. Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pe-
merintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan 
kedua ini juga sangat prinsipil karena dalam setiap negara harus ada 
keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks 
penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang 
ditentukan bersama. Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan bangu-
nan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, 
hubungan-hubungan antara organ-organ negara itu satu sama lain serta 
hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan 
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muskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan 
dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak 
dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (Jimly 
Asshiddiqqie, 2005: 26-28). 
Louis Henkin menyatakan bahwa konstitusionalisme memiliki 
elemen-elemen sebagai berikut (Louis Henkin, 1994):  
1) pemerintah berdasarkan konstitusi (government according to the 
constitution);  
2) Pemisahan kekuasaan (separation of power); 
3) Kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis (sovereignty 
of the people and democratic government);  
4) Review atas konstitusi (constitutional review);  
5) Independensi kekuasaan kehakiman (independent judiciary);  
6) Pemerintah yang dibatasi oleh hak-hak individu (limited government 
subject to a bill of individual rights);  
7) Pengawasan atas  kepolisian (controlling the police);  
8) Kontrol sipil atas militer (civilian control of the military); and  
9) Kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi (no state power, or 
very limited and strictly circumscribed state power, to suspend the 
operation of some parts of, or the entire, constitution).  
Kesembilan elemen dari konstitusi tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi dua yang berkaitan dengan fungsi konstitusi sebagai berikut 
(Djatmiko Anom Husodo, 2010: 6): 
1) membagi kekuasaan dalam negara yakni antar cabang kekuasaan 
negara (terutama kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif) se-
hingga terwujud sistem checks and balances dalam penyelenggaraan 
negara; dan 
2) membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Pem-
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waktu pelaksanaan kekuasaan. Pembatasan isi kekuasaan mengan-
dung arti bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang 
lembaga-lembaga negara. 
Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqqie, pilar-pilar utama yang 
menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern menjadi negara hukum 
(rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya ada 12 (dua belas) prinsip 
pokok, yaitu (Jimly Asshiddiqqie, 2005: 123-130): 
1) Supremasi hukum (supremacy of law); 
2) Persamaan dalam hukum (equality before the law); 
3) Asas legalitas(due process of law); 
4) Pembatasan kekuasaan; 
5) Organ-organ eksekutif independen; 
6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 
7) Peradilan tata usaha negara; 
8) Peradilan tata negara (constitutional court); 
9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; 
10) Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat); 
11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare 
state); dan 
12) Transparansi dan kontrol sosial. 
 
c. Negara Hukum 
Gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia 
mengintroduksi konsep Nomoi. Dalam konsep Nomoi, Plato mengemu-
kakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan 
pada pengaturan (hukum) yang baik (Tahir azhary, 1992: 66). Gagasan 
Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh 
muridnya, Aristoteles, yang menuangkan dalam bukunya yang berjudul 
Politica. Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang 
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20). Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan 
tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali 
secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep 
rechtstaat dari Friedrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. 
Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (rechtstaat) adalah: (Miriam 
Budiardjo, 1982: 57): 
1) Perlindungan hak-hak asasi manusia; 
2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 
3) Pemisahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 
4) Peradilan administrasi dalam perselisihan. 
Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara 
hukum (rule of law) dari A. V Dicey, yang berasal dari kalangan Anglo-
saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur rule of law sebagai berikut (A. 
V Dicey dalam Miriam Budiardjo, 1982: 58): 
1) Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law) yaitu tidak 
ada kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), 
dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar 
hukum; 
2) Kedudukan yang sama dalam mengahadapi hukum (equality before 
the law); dan 
3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-
keputusan pengadilan. 
Negara hukum modern berkembang pada masa abad XX yaitu 
pada masa demokrasi konstitusional. Schumpeter, sebagaimana dikutip 
oleh Aidul Fitriciada Azhari, mendeskripsikan secara singkat mengenai 
model demokrasi konstitusional sebagai berikut: “The role of the people 
is to produce a government …the democratic method is that institutional 
arrangement for arriving at political decisions in which individuals 
acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the 
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del pemerintahan yang demokratis adalah bilamana institusi politik 
dalam membuat kebijakan politik mendayagunakan kekuatan atau 
kekuasaan melalui suatu persaingan kompetitif atas perolehan suara 
rakyat (Aidul Fitriciada Azhari, 2005: 71). 
International Commission of Jurist, sebagaimana dikutip oleh 
Miriam Budiardjo, dalam konfrensinya di Bangkok tahun 1965 mem-
perluas konsep negara hukum (rule of law)  dan menekankan apa yang 
dinamakan the dynamic aspects of the rule of law in the modern age 
(segi-segi dinamika negara hukum dalam abad modern). Dianggap bahwa 
disamping hak-hak politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui 
dan dipelihara oleh negara. Tentunya pemberlakuannya berdasarkan 
ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip rule of law 
sebagaimana mestinya. Syarat-syarat terselenggaranya pemerintahan 
yang demokratis menurut International Commission of Jurist adalah 
(Miriam Budiardjo, 1982: 61): 
1) Perlindungan konstitusionil, yaitu konstitusi harus memuat jaminan 
terhadap hak-hak individu, dan bukan itu saja, melainkan cara-cara 
atau prosedur yang jelas mengenai bagaimana individu dapat 
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin tersebut; 
2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and 
impartial tribunals), yaitu mengenai badan peradilan yang netral, 
bebas dari tekanan pihak manapun dalam memeriksa dan mengadili 
perkara, serta tidak terikat oleh kekuasaan badan kenegaraan lainnya 
dalam hal apapun termasuk dalam hal gaji seorang hakim; 
3) Pemilihan umum yang bebas; 
4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat; 
5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan 
6) Pendidikan kewarganegaraan (civic education). 
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Miriam Budiardjo juga memberikan pemahaman bahwa sistem politik 
yang demokratis adalah “A form of government where the citizens 
exercise the same right, this is the right to make political decisions, but 
trough representatives choosen by them and responsible to them trough 
the process of free elections.” Suatu bentuk pemerintahan dimana hak 
untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga 
negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung 
jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas 
(Miriam Budiardjo, 1982: 61).  
Sementara itu Utrecht membedakan antara konsep negara hukum 
formil atau negara hukum klasik, dengan konsep negara hukum materiel 
atau negara hukum modern. Konsep negara hukum formil menyangkut 
pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam hukum 
dalam pengertiannya sebagai peraturan perundang-undangan tertulis. 
Sedangkan konsep negara hukum materiil yang lebih mutakhir mencakup 
pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman 
dalam bukunya ‘Law in a Changing Society’ membedakan antara ‘rule of 
law’ dalam arti formil yaitu dalam arti ‘organized public power’, dan 
‘rule of law’ dalam arti materiel yaitu ‘the rule of just law’ (Djatmiko 
Anom Husodo, 2010: 18).  
Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam 
konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud 
secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu 
sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat 
pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum 
dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-
undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan 
juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan 
substantif. Karena itu, di samping istilah ‘the rule of law’ oleh Friedman 
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bahwa dalam pengertian kita tentang ‘the rule of law’ tercakup 
pengertian keadilan yang lebih esensiel daripada sekedar memfungsikan 
peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang 
digunakan tetap ‘the rule of law’, pengertian yang bersifat luas itulah 
yang diharapkan dicakup dalam istilah ‘the rule of law’ yang digunakan 
untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang 
(Djatmiko Anom Husodo, 2010: 18). 
2. Tinjauan Umum tentang Pemisahan Kekuasaan 
Konsep pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan istilah Trias 
Politica, dalam hal pemikiran pada awalnya telah diperkenalkan oleh 
Aristoteles (Suwoto Mulyosudarmo, 1997: 26). Sebagai sebuah teori atau 
konsep penyelenggaraan negara kemudian dikemukakan oleh John Locke dan 
dikembangkan lebih lanjut oleh Montesqueu, yang kemudian menjadi dok-
trin. Pada dasarnya doktrin ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsen-
trasi kekuasaan secara absolut di satu tangan, sehingga cenderung sewenang-
wenang dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of  
power) (Sumali, 2002: 9). 
Menurut Locke, dalam karyanya Two Treaties of Government, kekua-
saan negara dibedakan atas tiga macam: Legislative Power (Membuat Un-
dang-Undang), Executive Power (Melaksanakan Undang-Undang), dan Fede-
rative Power (Kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan ne-
gara asing). Lebih lanjut dikatakan bahwa dorongan korupsi (atas kekuasaan) 
terjadi ketika kekuasaan membuat hukum dan kekuasaan untuk menjalankan 
(hukum itu) dimiliki oleh orang yang sama (Agus Wahyudi, 2005: 8). 
Gagasan Locke tersebut kemudian dikembangkan oleh Montesqueu, 
seorang ahli hukum dari Perancis yang kemudian membangun sebuah teori 
pemisahan kekuasaan. Dalam bukunya yang berjudul De L’Esprit des lois 
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states that the legislative, executive, and judicial function of government 
should be independent” (Dahlan Thaib, 1991: 40).  
Konsep kebebasan dalam teori Montesquieu tersebut oleh Utrecht 
dijelaskan sebagai berikut (Suwoto Mulyosudarmo, 1997: 62-63) : 
a. Pemisahan kekuasaan yang dikemukakan Montesqueieu mengakibatkan 
adanya badan kenegaraan yang padanya tidak dapat ditempatkan penga-
wasan badan kenegaraan lain, sehingga ada kemungkinan badan kene-
garaan bertindak melampaui kekuasannya. Pembagian kekuasaan me-
mang perlu, namun tidak dibenarkan terjadinya pemisahan kekuasaan 
secara mutlak, sehingga menutup kemungkinan untuk saling melakukan 
pengawasan. Teori Montesquieu memang ada kekurangan, namun dika-
takan bahwa kekurangan itu akan dapat diselesaikan sendiri dalam 
prakteknya. 
b. Teori Montesqueui hanya dapat diterapkan dalam negara yang sistem 
sisal ekonominya menggunakan asas laissez faire, laissez aller. Dalam 
sistem ini campur tangan negara dalam sektor perekonomian dan lain-
lain pada kehidupan sosial tidak dibenarkan. Prinsip staatonthouding 
sepenuhnya dilaksanakan, urusan negara dan amsyarakat sama sekali 
dipisahkan. Di dalam negara hukum modern, aparat administrasi negara 
diserahi tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuur zorg). 
Tugas penyelenggaraan kesejahteraan ini membawa konsekuensi, bahwa 
aparat administrasi negara harus diberi keleluasaan bertindak meski tanpa 
dasar undang-undang, namun juga tidak menyimpang dari undang-
undang. 
Dengan adanya pemisahan kekuasaan, diharapkan tidak ada campur 
tangan antara organ-organ negara dalam pengoperasian kekuasaan masing-
masing. Dengan berlakunya sistem ini, dalam ajaran Trias Politica terdapat 
suasana check and balances antara lembaga-lembaga negara untuk saling 
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masing lembaga negara itu melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan. 
Yang demikian, karena terjadi perimbangan kekuasaan antara lembaga-lem-
baga negara tersebut (Dahlan Thalib, 1991: 88). Hal ini sesuai dengan 
Ackerman yang menyatakan “The separation of powers operates as acom-
plex machine which encourages each official to question the extent to which 
other constitutional officials are succesfully representing the people’s true 
political wishes” (Ackerman dalam Josh Chafetz, 2010: 37) yang berarti 
bahwa pemisahan kekuasaan memberi peluang bagi suatu lembaga negara 
untuk mengukur cakupan kemampuan lembaga negara lain yang dalam 
menerapkan kekuasaan untuk mewujudkan kehendak politik rakyat.  
Menurut Adam Smith, ada beberapa alasan mengapa pemisahan 
kekuasaan harus dilakukan, yaitu (Adam Smith dalam Sony Keraf, 1996: 
189-190) : 
a. Kekuasaan eksekutif cenderung korup atau tidak adil, karena kekuasaan 
pemerintah berada di tangan satu orang atau satu lembaga saja, sehingga 
tidak ada kekuasaan lain yang cukup untuk mengkontrolnya; 
b. Jika tidak ada pemisahan kekuasaan, kekuasaan eksekutif akan menjadi 
sangat kuat dan karena itu sulit sekali untuk menjamin adanya kebebasan 
bagi warganya; 
c. Betapapun baiknya oknum pemerintah, bukan berarti mereka tidak punya 
kepentingan pribadi, karena sangat mungkin mereka melakukan ketidak-
adilan di luar kesadaran. Artinya, mereka bisa saja melanggar hak 
warganya, meski tanpa niat untuk melakukan demikian. 
Menurut Jimly Asshiddiqqie, konsep pemisahan kekuasaan secara 
akademis dapat dibedakan antara pengertian sempit dan pengertian luas. 
Dalam pengertian luas, konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) 
mencakup pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah 
division power (distribution of power). Pemisahan kekuasaan merupakan 
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kekuasaan bersifat vertikal. Secara horizontal, kekuasaan negara dapat dibagi 
ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-
lembaga negara tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan judikatif. Sedangkan 
dalam konsep pembagian kekuasaan (distribution of power atau division of 
power) kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan “atas-
bawah” (Jimly Asshiddiqqie, 2000: 2). 
Check and balances system adalah sistem dimana orang-orang dalam 
pemerintahan dapat mencegah pekerjaan pihak yang lain dalam pemerintahan 
jika mereka meyakini adanya pelanggaran terhadap hak. Gagasan utama 
dalam checks and balances adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada 
ke dalam cabang-cabang kekuasaan dengan tujuan mencegah dominannya 
suatu kelompok. Bila seluruh ketiga cabang kekuasaan tersebut memiliki 
checks terhadap satu sama lainnya, checks tersebut dipergunakan untuk me-
nyeimbangkan kekuasaan. Suatu cabang kekuasaan yang mengambil terlalu 
banyak kekuasaan dibatasi melalui tindakan cabang kekuasaan yang lain. 
Checks and Balances diciptakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah 
(Djatmiko Anom Husodo, 2010: 24). 
3. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi 
Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 diamandemen, banyak pergeseran yang terjadi dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah bergesernya sistem ke-
lembagaan negara (Fatkhurohman dkk, 2004: 59). Sistem pemerintahan 
di Indonesia setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Repu-
blik Indonesia dilaksanakan oleh (1) presiden; (2) Majelis Permusya-
waratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat; (3) Badan Pemeriksa Keuangan serta (4) Kekuasaan Kehakiman 
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Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah konstitusi terikat pada 
prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan 
bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan 
hukum dan keadilan (Bambang Sutiyoso, 2009: 5). 
Indonesia sebagai negara hukum maka menganut adanya 
pembatasan kekuasaan. Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh 
kekuasaan tersebut dipisahkan dan dibagi ke dalam kekuasaan yang me-
ngenai bidang tertentu. Pemisahan kekuasaan yang dianut oleh Indonesia 
menganut mekanisme check and balances (Fatkhurohman dkk, 2004: 59-
60). Penulis akan memaparkan kedudukan Mahkamah Konstitusi ter-
hadap Mahkamah Agung serta kedudukan Mahkamah Konstitusi ter-
hadap lembaga negara lainnya. 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama-sama 
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini ditentukan 
dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa  
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan lainyang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mempunyai kedudukan 
yang sejajar namun berbeda dari segi yurisdiksi dan kewenangannya. 
Mahkamah Konstitusi memegang yurisdiksi dalam peradilan konstitusi 
sedangkan Mahkamah Agung bergerak dalam peradilan biasa. 
Selanjutnya kedudukan Mahkamah Konstitusi terhadap Majelis 
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negaraan Indonesia yang diarahkan untuk mencegah terjadinya penum-
pukan kekuasaan di satu lembaga negara, maka kewenangan dan kedu-
dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat banyak yang direduksi. Mahka-
mah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sama-sama 
sebagai lembaga negarayang setingkat. Dalam hal ini, lembaga yang satu 
tidak sub ordinat terhadap lembaga negara lainnya (Fatkhurohman dkk, 
2004: 65). 
Kedudukan Mahkamah Konstitusi terhadap Presiden sama sekali 
tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945. Namun yang terpenting adalah berdasarkan Pasal 
24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 bahwasannya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan sehingga tidak ada satu pun kekuasaan yang bisa mengin-
tervensinya termasuk presiden. Presiden dan Mahkamah konstitusi 
adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan berbeda namun mem-
punyai kedudukan yang sejajar (Fatkhurohman, 2004: 69). 
Kemudian kedudukan Mahkamah Konstitusi terhadap dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pemeriksa 
keuangan pada dasarnya sama. Keempat lembaga tersebut mempunyai 
kedudukan yang sejajar atau sederajat (Fatkhurohman, 2004: 71-76) 
b. Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai (4) 
empat wewenang, yaitu: 
1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
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2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan-
nya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945; 
3) memutus pembubaran partai politik; dan 
4) memutus perselisihan hasil pemilu. 
Di samping itu, berdasarkan Pasal 24 c ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi 
mempunyai kewajiban. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah membe-
rikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presi-
den diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau 
perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden. 
Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi 
bertambah satu lagi yaitu memutus sengketa Pilkada yang sebelumnya 
menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Peralihan kewenangan dari 
Mahkamah Agung kepada mahkamah Konstitusi didasarkan pada keten-
tuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Peruba-
han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah. Dalam Pasal 236 C tersebut dinyatakan bahwa: ”Penanga-
nan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah 
Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang 
ini diundangkan”. 
c. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Fungsi Mahkamah Konstitusi ada tiga, yaitu: 
1) Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melaksanakan keku-asaan 
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2) Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai The Guardian of Consti-
tution; dan 
3) Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir tunggal konstitusi. 
Peran Mahkamah Konstitusi ada tiga yaitu: 
1) Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehaki-
man, berperan mendorong mekanisme check and balances dalam 
penyelenggaraan negara; 
2) Mahkamah Konstitusi berperan untuk menjaga konstitusionalitas pe-
laksanaan kekuasaan negara; dan 
3) Mahkamah Konstitusi berperan dalam mewujudkan negara hukum 
kesejahteraan Indonesia. 
Peran Mahkamah Konstitusi dalam mendorong mekanisme check 
and balances dilakukan melalui menjalankan wewenang dan kewaji-
bannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 C ayat (1) dan (2) begitu 
juga terkait dengan perannya dalam menjaga konstitusionalitas pelaksana 
kekuasaan negara. Terkait dengan peran yang ketiga yaitu dalam mewu-
judkan negara hukum kesejahteraan Indonesia, menuntut fungsi dan 
tanggungjawab Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekua-
saan kehakiman untuk bersama-sama dengan lembaga-lembaga negara 
lainnya secara sadar dan aktif membawa negara Indonesia ke tujuan ne-
gara dan cita-cita proklamasi. Peran ini merupakan konsekuensi dari 
kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. 
4. Tinjauan Umum tentang Pengujian Undang-Undang 
Ada tiga macam norma hukum yang dapat diuji, yaitu:  
1) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling); 
2) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (bes-
chikking); dan 
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Ketiga bentuk norma hukum tersebut sama-sama dapat diuji kebenarannya 
melalui mekanisme peradilan (justisial) ataupun mekanisme non justisial. 
Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengu-
jiannya disebut judicial review atau pengujian oleh lembaga judisial. Akan 
tetapi jika pengujian itu dilakukan bukan oleh lembaga peradilan maka hal itu 
tidak dapat disebut sebagai judicial review. Sebutannya tergantung kepada 
lembaga apa kewenangan untuk menguji atau toetsingsrecht diberikan. Apa-
bila toetsingsrecht diberikan kepada lembaga parlemen sebagai legislator 
maka proses pengujian itu disebut legislative review. Demikian pula apabila 
diberikan kepada pemerintah maka disebut executive review (Jimly 
Assshiddiqqie, 2006: 1-2). 
Dalam konsep pengujian undang-undang, khususnya berkaitan dengan 
pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah 
judicial review dan judicial preview. Jika undang-undang itu sudah sah 
sebagai undang-undang maka pengujian atasnya disebut judicial review. 
Akan tetapi jika statusnya masih sebagai rancangan undang-undang dan 
belum diundangkan secara resmi sebagai undang-undang maka pengujian 
atasnya disebut judicial preview. 
Pengujian undang-undang terkait dengan pengujian konstitusionalitas 
undang-undang yaitu pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-
undang itu baik dari segi formil ataupun materiil. Pada tingkat pertama, pe-
ngujian konstitusionalitas harus dibedakan dari pengujian legalitas. Mahka-
mah konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas (the constitutionality 
of legislative law or legislation) sedangkan Mahkamah Agung melakukan pe-
ngujian legalitas (the legality of regulation). Persoalan kedua adalah menge-
nai cakupan pengertian kons-titusionalitas itu sendiri. Konstitusi jelas tidak 
identik dengan naskah Undang-Undang Dasar, karena itu, dalam penjelasan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang asli terdapat uraian yang menyatakan 
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yaitu nilai-nilai yang hidup dalam praktek ketatanegaraan (Jimly 
Asshiddiqqie, 2006: 5-8). 
Konsep constitutional review merupakan perkembangan gagasan 
modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide 
negara hukum (rule of law), prinsip pemisahan kekuasaan (separation of 
power), serta perlindungan hak asasi manusia (the protection of fundamental 
rights). Dalam sistem constitutional review itu tercakup dua tugas pokok, 
yaitu: (a) menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran 
atau interplay antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; 
dan (b)  melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekua-
saan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang 
dijamin dalam konstitusi (Jimly Asshiddiqqie, 2005: 10-11). 
Menelaah pengujian norma hukum, perlu membedakan juga antara 
pengujian materiil (materiile toetsing) dan pengujian formil (formile toet-
sing). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pem-
bentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang (Jimly 
Asshiddiqqie, 2006: 57). 
Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang dilakukan 
atas materinya. Pengujian tersebut berakibat pada dibatalkannya sebagian 
materi muatan atau bagian undang-undang yang bersangkutan. Yang dimak-
sud materi muatan undang-undang itu adalah isi ayat, asal dan/atau bagian-
bagian tertentu dari suatu undang-undang bahkan bisa hanya satu kata, satu 
titik, satu koma atau satu huruf saja yang dinilai bertentangan dengan Un-
dang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Sebaliknya, 
yang dimaksud bagian dari undang-undang itu dapat pula berupa keseluruhan 
dari suatu bagian atau keseluruhan dari suatu bab undang-undang yang ber-
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Soal lain yang juga penting adalah soal isi konsideran. Sebagian orang 
mengkategorikan ini ke dalam kelompok pengujian materiil karena yang 
dipersoalkan mengenai isi rumusan bagian konsideran dari undang-undang. 
Akan tetapi, sebagian orang dapat pula melihatnya dari segi formil yaitu ber-
kenaan dengan bentuk dan aspek-aspek formil yang seharusnya diperhatikan 
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (Jimly Asshid-
diqqie, 2006: 60-61). 
Secara umum, yang disebut pengujian formil adalah pengujian atas 
suatu produk hukum bukan dari segi materinya. Selain menyangkut mengenai 
proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit juga mencakup pe-
ngertian yang lebih luas. Pengujian formil mencakup juga pengujian menge-
nai aspek bentuk undang-undang itu dan bahkan mengenai pemberlakuan 
undang-undang yang tidak lagi tergolong sebagai bagian dari proses pemben-
tukan undang-undang. Oleh karena itu, pengertian yang dapat dikembangkan 
dalam rangka pemahaman terhadap konsepsi pengujian formil itu bersifat 
sangat kompleks. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai 
konstitusionalitas undang-undang dari segi formalnya adalah sejauhmana un-
dang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appopriate form), oleh 
institusi yang tepat (appopriate institution) dan menurut prosedur yang tepat 
(appopriate procedure). Jika dijabarkan, pengujian formil ini dapat mencakup 
(Jimly Asshiddiqqie, 2006: 61-64): 
a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-
undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan 
atas rancangan undang-undang menjadi undang-undang; 
b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; 
c. pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang meng-
ambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 













































commit to user 
40 
 
Keempat kategori pengujian formil tersebut di atas dapat diseder-
hanakan menjadi dua kelompok yaitu pengujian atas proses pembentukan 
undang-undang dan pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian 
materiil. Dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
06/PMK/2005 menyatakan bahwa “pengujian formil adalah pengujian 
undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang 
dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materiil” yang berarti telah 
mewadahi pengertian tersebut di atas. 
5. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan 
a. Putusan Hakim 
Putusan adalah salah satu bentuk norma hukum yang biasa 
dikenal dengan istilah vonnis. Putusan hakim adalah pernyataan yang 
oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan 
di dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menye-
lesaikan sengketa yang diperiksanya (Sudikno Mertokusumo, 1998: 175). 
Putusan hakim isinya bersifat konkret dan individual (concrete and 
individual norms). Putusan hakim hanya dapat dikoreksi atau diuji 
dengan putusan hakim yang lebih tinggi (Jimly Asshiddiqqie, 2006: 276-
277). 
Putusan dikeluarkan oleh hakim sebagai pelaksanaan tugas hakim 
yaitu mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir peristiwa. Hakim 
memeriksa, mengkualifikasi dan memutus perkara (Bambang Sutiyoso, 
2009: 95). Putusan hakim ada dua macam, yaitu putusan sela dan putusan 
akhir, putusan akhir ada tiga macam, yaitu (Harjono, 2009: 21): 
1) Declaratoir, yaitu menegaskan suatu keadaan hukum; 
2) Constitutif, yaitu putusan yang meniadakan atau menimbulkan 
keadaan hukum baru; dan 
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Sedangkan putusan sela ada empat macam, yaitu (Harjono, 2009: 21): 
1) Preparatoir, yaitu putusan sela untuk memperlancar putusan akhir; 
2) Interlocutoir, yaitu putusan yang memerintahkan pembuktian; 
3) Provisionil, yaitu putusan karena adanya tuntutan provisi; dan 
4) Insidentil, yaitu putusan karena adanya keterlibatan pihak ketiga atau 
intervensi. 
Putusan hakim mengikat dan tidak dapat diingkari sampai ada 
putusan lain dari pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya. Putusan 
tersebut juga mempunyai executorial force sehingga bisa dipaksakan 
dengan bantuan alat-alat negara. Putusan hakim diharapkan dapat mem-
berikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. 
b. Putusan Mahkamah Konstitusi 
Salah satu tugas hakim Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan 
perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Ketentuan yang 
berkaitan dengan putusan Mahkamah konstitusi diatur dalam Pasal 45 
sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahka-
mah Konstitusi. Dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut: 
1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan 
alat bukti dan keyakinan hakim; 
2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan 
harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti; 
3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap 
dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar 
putusan; 
4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musya-
warah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang 
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5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib me-
nyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permo-
honan; 
6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musya-
warah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi 
berikutnya; 
7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan 
sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil 
dengan suara terbanyak; 
8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, 
suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan; 
9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga 
atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para 
pihak; dan 
10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis 
Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.  
Dasar yang digunakan Mahkamah Konstitusi untuk memutus 
perkara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Mahkamah Konsti-
tusi harus mendasarkan sekurang-kurangnya pada dua alat bukti. Putusan 
Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap di dalam per-
sidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan 
(Bambang Sutiyoso, 2009: 97). 
Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi, isi putusan hakim Mahkamah Konstitusi 
dapat berupa tiga macam, yaitu (i) permohonan tidak diterima atau niet 
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permohonan dikabulkan. Putusan hakim konstitusi menyatakan permo-
honan tidak dapat diterima apabila permohonannya melawan hukum atau 
tidak berdasarkan hukum. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi ber-
pendapat bahwa pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-
Undang Mahkamah Monstitusi maka amar putusan menyatakan tidak 
dapat diterima (Bambang Sutiyoso, 2009: 99-100).  
Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila 
permohonannya tidak beralasan. Dalam hal ini, undang-undang yang di-
maksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Repu-
blik Indonesia tahun 1945 baik mengenai pembentukan maupun mate-
rinya sebagian atau keseluruhan. Sedangkan putusan yang menyatakan 
permohonan dikabulkan yaitu apabila permohonannya beralasan. 
Dalam putusan Mahkamah konstitusi dikenal adanya  dissenting 
opinion yaitu dalam hal putusan tidak dicapai dengan mufakat bulat 
maka pendapat hakim yang berbeda wajib dinyatakan dalam putusan. 
Pendapat hakim yang berbeda dapat dapat dibagi dua macam, yaitu (i) 
dissenting opinion; atau (ii) consenting opinion atau kadang-kadang 
disebut juga concurent opinion. Dissenting opinion adalah pendapat 
berbeda secara substantif sehingga menghasilkan amar yang berbeda. 
Jika kesimpulannya sama namun argumennya berbeda maka disebut 
consenting opinion ataupun concurent opinion. Consenting opinion dan 
concurent opinion pada dasarnya sama, hanya saja kalau concurent 
opinion sifatnya komplementer  atau mendukung melalui pendekatan 
yang berbeda sedangkan consenting opinion dirumuskan sendiri dalam 
putusan dan dipisahkan dari argumen mayoritas (Jimly Asshiddiqqie, 
2005, 289-291). 
Maruarar Siahaan menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konsti-
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kekuatan mengikat, (2) kekuatan pembuktian, dan (3) kekuatan ekseku-
torial (Maruarar Siahaan, 2006: 252-258). Hal ini dijelaskan sebagai 
berikut:  
1) Kekuatan Mengikat  
Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda 
dengan putusan pengadilan biasa, yaitu tidak hanya meliputi pihak-
pihak yang berperkara (interpartes) yaitu pemohon, pemerintah, 
DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses 
perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat semua orang, lembaga 
negara dan badan hukum yang ada di wilayah Republik Indonesia. Ia 
berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat 
undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai 
negative legislatoir yang putusannya bersifat erga omnes, yang 
ditujukan pada semua orang (A. Fickar Hadjar, 2003: 34). 
2) Kekuatan Pembuktian  
Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan, ayat, pasal 
dan/atau bagian dari undang-undang yang telah diuji, tidak dapat 
dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi yang telah menguji satu undang-undang, 
merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh 
satu kekuatan pasti (gezag van gewijsde).  
Kekuatan pasti satu putusan secara negatif diartikan bahwa 
hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebe-
lumnya pernah diputuskan. Dalam perkara konstitusi putusannya 
bersifat erga omnes, maka permohonan pengujian yang menyangkut 
materi yang sama sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan 
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berkekuatan tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti 
dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputuskan oleh 
hakim itu telah benar.  
3)  Kekuatan Eksekutorial  
Hakim Mahkamah Konstitusi adalah negative legislator dan 
putusannya berlaku sebagai undang-undang tetapi tidak memerlukan 
perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-
undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 
1945. Untuk itu, putusan Mahkamah Konstitusi perlu dimuat dalam 
berita negara agar setiap orang mengetahuinya.  
B. Kerangka Pemikiran 
 

































































Kerangka pemikiran di atas mencoba untuk memberikan gambaran 
selengkapnya mengenai alur berpikir dalam menemukan jawaban dari per-
masalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian mengenai bentuk pelaksanaan 
putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan perkara pengu-
jian undang-undang untuk mewujudkan konstitusionalisme. Diawali dari Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan Staats-
grundgesetz Indonesia adalah sumber hukum formil Indonesia yang menjadi 
landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai 
asas “Lex superior derogate lege inferiori” (Maria Farida I, 2007: 45). Menurut 
Hood dan Jackson, konstitusi menentukan susunan dan kekuasaan lembaga-lem-
baga negara dan yang mengatur hubungan antara lembaga negara satu dengan 
yang lainnya serta mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan 
warga negara perorangan termasuk di dalamnya mengenai Mahkamah Konstitusi 
sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (Hood dan Jackson dalam I 
Dewa Gede Atmadja, 2010: 28). 
Terkait dengan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 C ayat (1) Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa salah satu 
wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Un-
dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wewenang tersebut 
diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsinya sebagai penjaga 
konstitusi (guardian of constitution), penafsir konstitusi (interpretation of cons-
titution) dan penegak Hak Asasi Manusia (Human Rights Law enforcement) (I 
Dewa Gede Atmadja, 2010: 234). 
Mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut akan menghasilkan putusan yang 
final dan mengikat karena Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat 
pertama dan terakhir. Putusan yang telah in kracht van gewijsde tersebut kemu-
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sanaan putusan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan konstitusionalisme 
yang tetap berpedoman dan dalam rangka penegakan Undang-Undang Dasar 


















































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pola dan Bentuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
a. Normativikasi Pola dan Bentuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seba-
gai ground norm di Indonesia, dalam Pasal 24 C mengamanahkan salah satu 
cabang kekuasaan kehakiman kepada sebuah lembaga Mahka-mah Konstitusi 
yang menjadi pengawal konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi, maka Mah-
kamah Konstitusi diberikan wewenang yang salah satunya adalah untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu wujud mekanisme 
checks and balances dari lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia terhadap lembaga yudikatif yang membentuk undang-
undang. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin tegaknya Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sejak Mahkamah Konstitusi berdiri yaitu tahun 2003 sampai dengan 
20 Oktober 2010, banyaknya perkara pengujian undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disaji-
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Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Tahun 2003 s.d 20 Oktober 2010  




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 




2 2004 20 27 47 11 8 12 4 35 12 14  
3 2005 12 25 37 10 14 4 0 28 9 12  
4 2006 9 27 36 8 8 11 2 29 7 9  
5 2007 7 30 37 4 11 7 5 27 10 12  
6 2008 10 36 46 10 12 7 5 34 12 18  
7 2009 12 78 90 15 17 12 7 51 39 27  
8 2010 39 61 100 16 22 13 5 56 44 6  




Dari sekian banyaknya perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi 
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untuk mendapatkan pemecahan atas suatu persoalan. Pemeriksaan perkara 
tersebut diakhiri dengan suatu putusan, akan tetapi dengan dijatuh-kannya 
putusan saja belum menyelesaikan suatu persoalan karena putusan tersebut 
harus dilaksanakan terlebih dahulu. Suatu putusan tidak akan ada artinya 
apabila tidak dapat dilaksanakan karena berarti hak-hak pihak pemohon 
belum dapat dipulihkan secara nyata sebagaimana yang diharapkan 
(Bambang Sutiyoso, 2009: 120). 
Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya adalah rea-
lisasi dari kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan untuk memenuhi pres-
tasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Pada asasnya, putusan yang 
dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 
tetap (in kracht van gewijsde). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang 
merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final dan mengikat maka sejak putusan dibacakan oleh Majelis hakim kons-
titusi, putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (Bambang 
Sutiyoso, 2009: 120-121). 
Pelaksanaan putusan merupakan tahapan yang penting sebagai mata 
rantai terakhir dari seluruh proses peradilan yang harus dijalankan. Pada 
dasarnya mengenai tata cara pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak 
diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. Namun bisa disimpulkan dari ketentuan pasal-pasal 
dalam Undang-Undang tersebut maupun dari prinsip-prinsip eksekusi putusan 
pengadilan pada umumnya terutama dalam eksekusi putusan pengadilan 
administrasi. 
Seperti diketahui bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi hendak 
melaksanakan hukum materiil dari Mahkamah Konstitusi yang bersifat hu-
kum publik. Oleh karena itu, hukum acara Mahkamah Konstitusi juga tunduk 
kepada hukum publik termasuk mengenai tata cara eksekusi atau pelaksanaan 
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Sebagaimana putusan pengadilan administrasi (Pengadilan Tata Usaha 
Negara), putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai daya kerja seperti suatu 
keputusan hukum publik yang bersifat umum yang berlaku kepada siapapun 
yang disebut erga omnes (A. Siti Soetami, 2005: 49). Dalam perkara pengu-
jian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945, hal ini sangat terlihat karena materi ketentuan undang-un-
dang yang dinyatakan tidak mengikat tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak 
yang berperkara tetapi juga mengikat kepada pihak lain termasuk masyarakat 
dan para penyelenggara negara. Sehingga konsekuensinya materi undang-
undang tersebut tidak lagi dapat dijadikan acuan bagi penyelenggara negara 
dalam mengambil keputusan tentang suatu persoalan. Sedangkan untuk 
melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak diperlukan lagi keputusan 
pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur 
lain (Bambang Sutiyoso, 2009: 122). 
Demikian pula cara pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi adalah 
pelaksanaan putusan yang bersifat otomatis yaitu sejak putusan Mahkamah 
Konstitusi dibacakan dalam persidangan atau dalam tenggang waktu tertentu 
termohon tidak memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi, maka dengan sen-
dirinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung mengikat dan mem-
punyai akibat hukum (Paulus Effendi Lotulung, 1994: 56). Dalam perkara 
pengujian undang-undang, apabila ketentuan undang-undang tersebut dinya-
takan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, dengan sendirinya akan hilang 
kekuatan hukumnya dan tidak lagi mengikat. Oleh karena itu, tidak perlu ada 
tindakan-tindakan atau upaya-upaya lain dari Mahkamah Konstitusi. Selain 
itu, yang khas dari hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah tidak 
dikenalnya lembaga pengeksekusi. Dengan demikian putusan Mahkamah 
Konstitusi langsung dapat dilaksanakan serta mengikat, tanpa harus ada lem-
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Pada dasarnya eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi lebih mene-
kankan self respect dan kesadaran hukum bagi pihak-pihak yang berperkara 
untuk melaksanakan putusan secara sukarela tanpa adanya pemaksaan 
(dwang middelen) yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak 
Mahkamah Konstitusi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan (Paulus 
Effendi Lotulung, 1994: 56). Meskipun demikian, tata cara pelaksanaan 
putusan seperti ini mempunyai beberapa kelemahan dan kekurangan karena 
normativisasi hukum tidak cukup hanya sekedar memuat perintah dan 
larangan. Di balik larangan, harus ada ketentuan sanksi atas ketidakpatuhan. 
Sanksi hukum saat ini masih merupakan alat paling ampuh untuk menjaga 
wibawa hukum atau dengan kata lain agar setiap orang patuh terhadap 
hukum. Ketidakpatuhan pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan 
putusan Mahkamah Konstitusi sedikit banyak dapat mempengaruhi kewiba-
waan Mahkamah Konstitusi, pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi dan 
bukan mustahil jika ketidakpatuhan itu terjadi berulang-ulang, maka masya-
rakat semakin tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi dan apabila 
masyarakat cenderung melanggar hukum bukan merupakan perbuatan yang 
berdiri sendiri (Bambang Sutiyoso, 2009: 124). 
Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi bisa langsung mengikat 
tanpa adanya eksekutor akan tetapi perlu dikaji lebih lanjut bagaimana efek-
tivitas dan konsistensi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini 
untuk menciptakan kepastian hukum dan memperkuat kedudukan putusan 
Mahkamah Konstitusi itu sendiri karena putusan Mahkamah Konstitusi 
merupakan putusan yang final dan mengikat. 
Pola pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 diatur secara khusus dalam Pasal 50 sampai Pasal 60 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 50, undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu diingat bahwa Pasal 
tersebut sudah dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam 
putusannya. Dalam perkara pengujian undang-undang, undang-undang yang 
diuji tersebut masih tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan 
bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pola pelaksanaan putusan merupakan dasar dari bentuk pelaksanaan 
putusan. Selain berupa satu set aturan mengenai perkara pengujian undang-
undang tersebut ditambah dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara 
Pengujian Undang-Undang, lebih jauh lagi pola pelaksanaan putusan Mahka-
mah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang juga berupa sifat 
putusan yang declaratoir dimana sifat tersebut mendasari pelaksanaan putu-
san yang tidak memerlukan eksekutor. 
Pola pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 
pengujian undang-undang, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat 3 (tiga) kemungkinan 
pola pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: 
a. Permohonan tidak dapat diterima 
Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya 
bahwa permohonan ditolak apabila pemohon dan/ atau permohonannya 
tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam 
Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bah-
wa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewena-
ngan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”. 
Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur 
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Selanjutnya dalam Pasal itu juga diatur mengenai kedudukan 
hukum (legal standing) dari pemohon, yaitu: 
1) Perorangan warga negara; 
2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
3) Badan hukum publik atau privat; dan 
4) Lembaga negara. 
Yang dimaksud perorangan juga termasuk sekelompok orang yang mem-
punyai kepentingan yang sama. 
Seperti yang dinyatakan pada ayat (2) dalam Pasal yang sama 
maka pemohon wajib menguraikan dengan jelas permohonannya tentang 
hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: 
1) Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan ber-
dasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; dan/ atau 
2) Materi muatan dalam ayat, pasal dan/ atau bagian undang-undang 
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Apabila pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat 
seperti yang dinyatakan dalam Pasal 51 tersebut maka amar putusan 
Mahkamah Konstitusi akan menyatakan permohonan tidak dapat 
diterima. Hal ini didasarkan pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang 
tidak dapat diterima merupakan permohonan yang tidak sesuai secara 
administratif sebagai suatu pengajuan perkara pengujian undang-undang 
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dalam hal permohonan tidak diuraikan secara jelas dan rinci mengenai 
alasan yang menjadi dasar permohonan. Hal ini sama dengan pengajuan 
gugatan perdata ke Pengadilan Negeri maupun pengajuan gugatan ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara. 
Sama seperti pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha 
Negara, dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi juga ada 
Pemeriksaan Pendahuluan sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara dalam 
persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan Pendahuluan 
ini yang digunakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi 
permohonan seperti dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 39 tersebut. Kemu-
dian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, 
Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasehat kepada pemohon untuk 
melengkapi dan/ atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu pa-
ling lambat 14 (empat belas) hari. 
Sebagaimana dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usa-
ha Negara, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pemohon 
tidak melengkapi dan/ atau memperbaiki permohonan maka Mahkamah 
Konstitusi akan menyatakan dalam amar putusannya bahwa permohonan 
tidak dapat diterima. Jadi, permohonan tidak dapat diterima ini berkaitan 
dengan hal-hal administratif bukan pada pokok perkaranya. 
Dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, 
terhadap putusan yang tidak dapat diterima tersebut tidak dapat diajukan 
upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru. Hal ini berbeda dengan 
penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahka-
mah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat maka jelas tidak ada 
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b. Permohonan dikabulkan 
Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, suatu permohonan pengujian un-
dang-undang bisa dikabulkan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat 
bahwa permohonan beralasan. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa da-
lam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan de-
ngan tegas materi muatan ayat, pasal dan/ atau bagian dari undang-un-
dang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, ayat (4) menyatakan bahwa dalam 
hal pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pemben-
tukan undang-undang ber-dasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan 
dikabulkan. 
Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 
yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/ 
atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka materi muatan ayat, pasal 
dan/ atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. Demikian pula putusan Mahkamah Konstitusi yang 
amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang di-
maksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang ber-
dasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, undang-undang tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 57 ayat (2). 
Selanjutnya, Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahka-
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Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak putusan diucapkan. 
Permohonan yang sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi tidak 
dapat diuji kembali. Hal ini berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa materi 
muatan ayat, pasal dan/ atau bagian undang-undang yang sudah diuji 
tidak dapat diuji kembali. Pengecualian terhadap ketentuan pasal ini 
diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
06/PMK/2005 yang menyatakan bahwa permohonan pengujian undang-
undang terhadap muatan ayat, pasal dan/ atau bagian yang sama dengan 
perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohon-
kan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang 
menjadi alasan permohonan pemohon yang bersangkutan berbeda.  
c. Permohonan ditolak 
Suatu permohonan pengujian undang-undang akan ditolak apabila 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945 baik materi muatannya maupun pembentukannya. Hal 
ini diatur dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Dalam hal un-
dang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik mengenai pemben-
tukan maupun materinya, sebagian atau keseluruhan, amar putusan me-
yatakan permohonan ditolak”. Permohonan yang amar putusannya me-
nyatakan ditolak juga tidak bisa diuji kembali oleh Mahkamah Kons-
titusi. 
Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain yang 
berlaku untuk semua perkara pengujian undang-undang terhadap Un-
dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu un-
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sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 
Selain itu, diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah 
Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 
Mahkamah Agung. Pemberitahuan ini penting agar lembaga yang berkai-
tan dengan pembentuk maupun pelaksana undang-undang mengetahui 
apalagi kalau putusannya menyatakan materi ayat, pasal dan/ atau bagian 
undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 proses pembentukannya yang berten-
tangan maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. Undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan mengikat 
tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam tindakan apapun. Selain itu, hal 
ini sebagai tindak lanjut dari Pasal 55 yang menyatakan bahwa pengujian 
peraturan perundang-undangan yang sedang dilakukan Mahkamah 
Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pe-
ngujian peraturan tersebutsedang dalam proses pengajuan Mahkamah 
Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.  
Kemudian bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 
berdasarkan pola pelaksanaan di atas, yaitu: 
a. Ditindaklanjuti 
Suatu putusan mempunyai bentuk pelaksanaan putusan ditindak-
lanjuti penulis artikan dengan tindak lanjut pengumuman pada Berita 
Negara serta tidak dapat dimohonkannya pengujian kembali terhadap 
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pelaksanaan putusan seperti ini dilakukan untuk putusan yang polanya 
adalah dikabulkan. Mengenai pengumuman dalam Berita Negara diatur 
dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. Pengumuman dalam Berita Negara dilakukan 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan. Kemudian 
mengenai tidak dapat dimohonkannya pengujian kembali diatur dalam 
Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 
b. Tidak perlu ditindaklanjuti 
Suatu putusan mempunyai bentuk pelaksanaan tidak perlu ditin-
daklanjuti ketika pola pelaksanaan putusan tersebut adalah ditolak atau 
tidak dapat diterima. Sama seperti bentuk sebelumnya, bentuk 
pelaksanaan ini juga termasuk di dalamnya terhadap materi muatan 
undang-undang tersebut tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 
b. Implementasi Pola dan Bentuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan 
Salah satu putusan yang sangat menarik untuk dikaji adalah 
putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan. Pemohon pengujian ini yaitu: 
2) Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 
Pemohon perkara ini yaitu: a) Asosiasi Penasehat Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (APHI); b) Perhimpunan Bantuan Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (PBHI); dan c) Yayasan 324 sebagai Pemohon I. 
Pemohon I mengajukan permohonan pengujian formil, Pemohon I 
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menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan de-
ngan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 33 
ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD juncto 
Keputusan DPR RI Nomor : 03a/ DPR RI /I/2001-2002 tentang 
Peraturan Tata Tertib DPR RI dimana DPR sebagai pembentuk 
undang-undang. Hal ini terjadi karena Rapat Paripurna pengambilan 
keputusan persetujuan Rancangan Undang-Undang Ketenagalis-
trikan tidak memenuhi kuorum yakni separuh dari anggota DPR 
yaitu 284 orang. Akan tetapi yang hadir hanya 152 orang. Selain itu, 
masih ada perbedaan pendapat di antara para anggota dan fraksi-
fraksi DPR. 
Akan tetapi, dalil Pemohon I di atas dibantah oleh DPR 
dalam keterangan tertulis yang dilampiri pula dengan Risalah Sidang 
Paripurna DPR tanggal 4 September 2002. Atas dasar itu ternyata 
pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Oleh karena itu, permo-
honan Pemohon I tidak beralasan sehingga majelis hakim Mahka-
mah Konstitusi yang memeriksa perkara menolak permohonan Pe-
mohon I dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan. 
Pemohon I juga mengajukan pengujian materiil bukan hanya 
terhadap materi muatan ayat, pasal atau bagian undang-undang tetapi 
terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga-
listrikan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan di antara pasal-
pasalnya, tidak dapat dipisahkan dengan mengingat filosofi diada-
kannya undang-undang tersebut untuk meliberalisasi sektor ketena-
galistrikan di Indonesia, yang dipandang sebagai bertentangan 
dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-
Undang Ketenagalistrikan yang telah mendorong privatisasi 
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Atas dasar itu, Pemohon I dalam petitumnya meminta agar Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dinyatakan 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 
3) Perkara Nomor 021/PUU-I/2003 
Pemohon perkara ini, yaitu Ir. Ahmad Daryoko dan M. 
Yunan Lubis,S.H yang bertindak untuk dan atas nama Serikat 
Pekerja PT PLN (Persero) sebagai Pemohon II. Pemohon II 
mendalilkan bahwa Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan 
Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah 
mereduksi makna “cabang-cabang produksi yang penting bagi 
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara”. Dalam konteks ini, kebijakan pemisahan usaha penyediaan 
tenaga listrik dengan sistem unbundling yakni usaha pembangkitan, 
transmisi, distribusi, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar dan 
pengelola sistem tenaga listrik oleh badan usaha yang berbeda serta 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya untuk usaha transmisi 
dan distribusi merupakan upaya privatisasi pengusahaan tenaga 
listrik yang menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar. Hal 
ini tidak memberikan proteksi kepada mayoritas rakyat yang belum 
mampu menikmati listrik.  
4) Perkara Nomor 022/PUU-I/2003 
Pemohon perkara ini yaitu, Ir. Januar Muin dan Ir. David 
Tombeng yang bertindak selaku pribadi Warga Negara Indonesia 
serta untuk dan atas nama Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara 
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aspek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kete-
nagalistrikan tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: 
a) Aspek kompetisi bebas yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) 
dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan meningkatkan krisis ketenagalistrikan 
di Indonesia sehingga semakin memberatkan konsumen listrik; 
b) Aspek unbundling yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang 
menentukan bahwa berbagai usaha penyediaan tenaga listrik 
dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda serta 
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa peme-
gang izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang melakukan 
penggabungan usaha yng dapat mengakibatkan terjadinya 
penguasaan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat, kecuali 
yang mendorong efisiensi tetapi tidak mengganggu kompetisi. 
Kebijakan unbundling tersebut mengakibatkan PLN harus un-
bundied menjadi beberapa jenis usaha, padahal PLN selama ini 
memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal; 
c) Aspek penetapan harga jual yang diserahkan kepada kompetisi 
yang wajar dan sehat (vide  Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga-listrikan) tidak sejalan 
dengan makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berorientasi kepada kesejahteraan 
rakyat. 
Dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 
listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
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ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
maka cabang produksi tenaga listrik tersebut harus dikuasai oleh negara. 
Penguasaan tersebut tidak berarti harus dimiliki 100%, asalkan pengua-
saan oleh negara atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan dimaksud 
tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Meskipun pemerintah hanya 
memiliki saham  mayoritas relatif akan tetapi harus dipertahankan posisi 
negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pe-
ngambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang 
bersangkutan maka divestasi atau privatisasi atas kepemilikan saham 
pemerintah dalam badan usaha milik negara yang bersangkutan tidak bisa 
dianggap bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.  
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menolak 
privatisasi sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara 
yaitu pemerintah dalam hal untuk menjadi penentu utama kebijakan 
usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/ atau 
menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tidak menolak ide kompe-
tisi diantara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan 
penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur  
(regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan 
mengawasi (toezichthou-densdaad) cabang-cabang produksi yang pen-
ting bagi negara dan/ atau yang menguasai hajat hidup orang banyak 
untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melin-
dungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) 
sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah 
berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, 
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komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 
UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/ 
pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku 
usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan 
bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan 
masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan 
demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Ketera-
ngan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris 
yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem 
unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak mengun-
tungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi 
negara, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut berten-
tangan dengan Pasal 33 UUD 1945. 
Dalam persidangan terungkap fakta bahwa tenaga listrik meru-
pakan cabang produksi yang penting bagi negara dan/ atau yang mengu-
asai hajat hidup orang banyak sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga cabang produksi 
tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh negara. Hal ini berarti tena-
ga listrik harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang di-
danai oleh pemerintah atau (negara) atau dengan melibatkan swasta 
nasional/ asing dengan sistem kemitraan. Dengan demikian, hanya 
BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan 
swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak oleh BUMN. 
Sejalan dengan itu, pengelolaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh PLN 
selama PLN masih mampu dan bisa lebih efisien, namun jika tidak maka 
PLN dapat berbagi tugas dengan BUMN lain atau BUMD dengan PLN 
sebagai holding company.  
Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi memu-
tuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian 
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Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sehingga pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat. Namun demikian, pasal-pasal tersebut merupakan jantung 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, 
padahal seluruh paradigma yang mendasari undang-undang tersebut ada-
lah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan listrik dalam sistem 
unbundling sebagaimana tercermin dalam konsideran menimbang huruf b 
dan huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga-
listrikan, itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permoho-
nan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam pengujian materiil 
untuk seluruhnya. 
Putusan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan tersebut menyatakan bahwa undang-
undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. Undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal 33 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelak-
sanaan putusan tersebut dengan diumumkan pada Berita Negara mak-
simal 30 hari setelah pembacaan putusan maka putusan tersebut diu-
mumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 
2004 yang terbit Hari Selasa tanggal 21 Desember 2004.  
Oleh karena jantung dari Undang-Undang tersebut yakni Pasal 16 
dan 17 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakibat Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan secara keseluruhan dinyatakan 
tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena paradigma 
yang mendasarinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu guna mencegah tim-
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bulnya kesan tidak adanya kepastian hukum di bidang ketenagalistrikan 
di Indonesia, maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Kons-
titusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke depan 
(prospective) sehingga tidak mempunyai daya laku yang bersifat surut 
(retroactive). Dengan demikian, semua perjanjian atau kontrak dan ijin 
usaha di bidang ketenagalistrikan yang telah ditandatangani dan dike-
luarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan ijin 
usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi. 
Kemudian untuk menghindari kekosongan hukum (rechtsva-
cuum), maka undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, 
yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tamba-
han Lembaran Negara Nomor 3317) berlaku kembali karena Pasal 70 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang 
menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 
tentang Ketenagalistrikan termasuk ketentuan yang dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena keseluruhan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mem-
punyai kekuatan hukum mengikat, disarankan agar pembentuk undang-
undang menyiapkan Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang 
baru yang sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pelaksanaan putusan ini sebatas beberapa hal tersebut yang tidak 
mempunyai daya paksa maupun sanksi. Hal ini menimbulkan persoalan 
terkait dengan pelaksanaan putusan tersebut dalam hal pembentukan 
undang-undang baru. Dalam putusan telah jelas bahwasannya pemben-
tukan undang-undang baru harus sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang 
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yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak haruslah dikuasai oleh negara. Akan 
tetapi, dalam pelaksanaannya, dibentuknya Undang-Undang Ketenaga-
listrikan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan ternyata masih bertentangan dengan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena menerap-
kan sistem yang sama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan yaitu sistem pemecahan (unbandling). Sistem 
ini merupakan sistem yang telah dibahas dalam pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan dinya-
takan bertentangan dengan Pasal 33. Oleh karena itu, karena sistem ini 
ternyata masih diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 
tentang Ketenagalistrikan yang bertentangan dengan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 maka Undang-
Undang ini diajukan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi. 
Dari fenomena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-
022/PUU-I/2003 ini jelas terlihat bagaimana pelaksanaan putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
langsung mengikat bagi semua pihak ternyata masih menimbulkan 
permasalahan terkait dengan tindak lanjut terhadap putusan tersebut. 
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2005 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah 
Pemohon perkara ini, yaitu: 
1) Perkara Nomor 072/PUU-II/2005 
Perkara ini dimohonkan oleh: a) Yayasan Pusat Reformasi 
Pemilu (Cetro), dalam hal ini diwakili Smita Notosusanto dan Hadar 
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Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (Jamppi), dalam 
hal ini diwakili oleh Wahidah Suaib, M Badi Zamanil Masnur, dan 
Nurul Hilaliah, untuk selanjutnya disebut Pemohon II; c) Yayasan 
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dalam hal ini 
diwakili oleh Gunawan Hidayat dan Abdul Rochman, untuk selanjut-
nya disebut Pemohon III; d) Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, 
dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), dalam hal ini diwa-
kili oleh Lili Hasanuddin dan Sugiarto Arief Santoso, untuk selanjut-
nya disebut Pemohon IV; dan e) Indonesian Corruption Watch 
(ICW), dalam hal ini diwakili oleh Luky Djani dan Johanes Danang 
Widoyoko, untuk selanjutnya disebut Pemohon V. 
Pemohon perkara ini adalah badan hukum privat yang 
memiliki kepedulian dan berkepentingan terhadap terlaksananya 
Pemilihan Umum Kepala dan Wakil kepala Daerah (Pilkada) yang 
demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang 
dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasio-
nal, tetap, dan mandiri yang merupakan pengejawantahan hak kons-
titusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 
1945, dengan tujuan terciptanya tata pemerintahan yang lebih 
demokratis. 
Materi muatan yang diajukan untuk diuji, yaitu: a) Pasal 1 
angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat “…yang diberi wewe-
nang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi 
dan/ atau kabupaten/ kota”; b) Pasal 57 ayat (1) sepanjang me-
nyangkut anak kalimat “…yang bertanggung jawab kepada DPRD”; 
c) Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat “…dengan 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah”; d) Pasal 66 ayat (3) e; e) 
Pasal 67 ayat (1)e; f) Pasal 82 ayat (2) sepanjang menyangkut anak 
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anak kalimat “…diatur dalam Peraturan Pemerintah”; h) Pasal 94 
ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat “…berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah”; dan i) Pasal 114 ayat (4) sepanjang 
menyangkut anak kalimat “…diatur dalam Peraturan Pemerintah”. 
2) Perkara Nomor 073/PUU-II/2005 
Perkara ini dimohonkan oleh: a) Muhamad Taufik, Ketua 
Komisi Pemilihan Umum Propinsi DKI Jakarta; b) Drs. Setia Perma-
na, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; c) Indra 
Abidin, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; d) 
Hasyim Asy’ari, SH., Msi, Anggota Komisi Pemilihan Umum Pro-
vinsi Jawa Tengah; e) Drs. Wahyudi Purnomo, M.Phil, Ketua 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur; f) Suparman Mar-
zuki, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DI Yogyakarta; g) 
Irham Buana Nasution, SH, Ketua Komisi Pemilihan Umum Pro-
vinsi Sumatera Utara; h) Pattimura, Anggota Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Lampung; i) Prof. Dr. H. Jassin H. Tuloli, Ketua 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo; j) Prof. H. Razali 
Abdullah, SH, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; k) 
Ahmad Syah Mirzan, Msi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung; l) Dr. Hj. Yulida Ariyanti, SH, 
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau; m) Dr. Ardiyan 
Saptawan, Msi, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Suma-
tera Selatan; n) HM. Zainawi Yazid, SH, Ketua Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Bengkulu; o) Prof. DR. H.M. Jafar Haruna Msi, 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur; dan p) 
DR. Ricard. A.D. Siwu,Ph.D, Ketua Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Sulawesi Utara. 
Pemohon perkara ini adalah Ketua dan Anggota Komisi 
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atas terselenggaranya Pilkada yang demokratis, langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil. 
Materi muatan yang diajukan untuk diuji, yaitu: a) Pasal 1 
angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat “...yang diberi 
wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelengga-
rakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap 
provinsi dan/atau kabupaten/kota”; b) Pasal 57 ayat (1) sepanjang 
menyangkut anak kalimat “...yang bertanggung jawab kepada 
DPRD”; c) Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat 
“...dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”; d) Pasal 89 ayat 
(3) sepanjang menyangkut anak kalimat “...diatur dalam Peraturan 
Pemerintah”; e) Pasal 66 ayat (3) e; f) Pasal 67 ayat (1) e; g)  Pasal 
82 ayat ( 2) sepanjang menyangkut “...oleh DPRD”; h)  Pasal 89 ayat 
(3) sepanjang menyangkut anak kalimat “...diatur dalam Peraturan 
Pemerintah”; i) Pasal 94 ayat (2) sepanjang menyangkut anak 
kalimat “...berpedoman pada Peraluran Pemerintah”; j) Pasal 106 
ayat (1) s/d (7),dan k) Pasal 114 ayat (4) sepanjang menyangkut anak 
kalimat “...diatur dalam Peraturan Pemerintah”. 
Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan 
para Pemohon untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian 
tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan permohonan sebagai berten-
tangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat dari peng-
hapusan bagian tertentu tersebut, maka pasal-pasal tersebut menjadi 
sebuah norma baru yang berbeda-beda dengan norma sebelumnya, yaitu: 
1) Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah yang mengatur “Pemilihan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang 
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Konstitusi maka pasal tersebut menjadi “Pemilihan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD”; 
2) Pasal 66 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur “Meminta pertang-
gungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”. Dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 
3) Pasal 67 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah mengatur “Mempertang-
gungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD”. Dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi “Mem-
pertanggungjawabkan penggunaan anggaran”; dan 
4) Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah mengatur “Pasangan calon dan/ atau tim 
kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan seba-
gai pasangan calon DPRD”. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 
maka pasal tersebut menjadi “Pasangan calon dan/ atau tim kam-
panye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dikenai sanksi sebagai pasangan calon”. 
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemuatan putusan ini 
dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Tiga Hakim Konstitusi 
mengemu-kakan pendapat berbeda dalam Putusan Pengujian Undang-
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c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris 
1) Perkara Nomor 009/PUU-III/2009 
Perkara ini diajukan oleh Persatuan Notaris Reformasi 
Indonesia (PERNORI) dalam hal ini bertindak selaku pribadi 
maupun dalam kedudukan selaku Ketua Umum , DR. H.M. Ridhwan 
Indra Romeo Ahadian, S.H., M.M., M.Kn. dan Himpunan Notaris 
Indonesia (HNI) dalam hal ini bertindak selaku pribadi maupun 
dalam kedudukannya selaku Sekretaris Umum DR. H. Teddy Anwar, 
S.H. yang kemudian disebut Pemohon I. 
Pemohon I mengajukan permohonan pengujian formil Un-
dang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang 
pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Kemudian Pemohon I juga mengajukan pengujian materiil terhadap 
pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris, yaitu: 
a) Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (1) yang dinyatakan 
bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28 G (1) UUD 
1945;  
b) Pasal 67 ayat (3) huruf b yang dinyatakan bertentangan dengan 
Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;  
c) Pasal 77 yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) 
UUD 1945 juncto Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945; dan 
d) Pasal 78 yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) 
UUD 1945. 
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Perkara ini diajukan oleh Hady Evianto, S.H., Sp.N., H.M. 
Ilham Pohan, S.H., Sp.N., Ukon Krisnajaya, S.H., Sp.N., Yance Budi 
S.L Tobing, S.H., Sp.N., dan Drs. H.A. Taufiqurrahman S, S.H., 
Sp.N., yang selanjutnya disebut Pemohon II. Pemohon II juga 
mengajukan pengujian formil dan pengujian materiil. 
Dalam permohonan pengujian formil, Pemohon II menda-
lilkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 22 A Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur 
lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian dalam 
pengujian materiil, Pemohon II mendalilkan bahwa beberapa pasal 
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 1945, diantaranya yaitu: 
a) Pasal 16 ayat (1) butir k bertentangan dengan Pasal 36 C 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b) Pasal 1 butir 5 juncto Pasal 82 ayat (1) dalam proses 
perumusannya dan pelaksanaannya saat ini bertentangan dengan 
asas / semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” juncto ketentuan Pasal 
36A juncto Pasal 22A UUD 1945 . 
Pemohon dalam perkara nomor 009/PPUU-III/2005 dan perkara 
Nomor 14/PUU-III/2005 mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai 
hak konstitusional yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini antara lain hak yang 
ditentukan dalam Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon 
menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2994 tentang Jabatan Notaris 
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kebebasan untuk berserikat, Pasal 15 ayat (2) huruf h dan huruf g yang 
merugikan hak atas jaminan kepastian hukum, dan Pasal 67 ayat (1) 
sampai dengan ayat (6) yang merugikan hak untuk mendapat perlakuan 
yang sama di hadapan hukum. dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi 
menilai bahwa para Pemohon memang memiliki legal standing. 
Terhadap pengujian formil, Mahkamah Konstitusi menilai suatu 
undang-undang yang tidak memenuhi persyaratan teknis pembentukan 
undang-undang yang baik (behoorlijke wetgeving) tidak dengan sendi-
rinya secara formil bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian terkait 
dengan perbedaan waktu pengundangan dan pemberlakuan Undang-Un-
dang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Mahkamah Kons-
titusi berpendapat bahwa hal ini dapat dibenarkan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-Undangan. Terkait dengan dugaan adanya 
penyuapan dalam pembentukan Undang-Undang tersebut, Mahkamah 
Konstitusi tidak berwenang memeriksa hal tersebut. 
Terhadap pengujian materiil Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang didalilkan Pemohon 
I bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahka-
mah Konstitusi menyatakan bahwa Notaris adalah suatu profesi sekaligus 
pejabat publik (public official) yang melaksanakan sebagian dari tugas 
pemerintah. Oleh karena itu, Organisasi Notaris memang seharusnya me-
rupakan perkumpulan profesi dari para Notaris sebagai pejabat umum 
yang berdiri sendiri dalam lalu lintas hukum. Dengan demikian, diper-
syaratkannya Organisasi Notaris sebagai badan hukum (rechtspersoon) 
adalah sesuatu yang wajar. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 
ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan 
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Terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris, Mahkamah Konstitusi  tidak memper-
timbangkannya lebih lanjut karena tidak dimohonkan dalam petitum 
permohonan. Kemudian terhadap Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat 
(6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 
Pemohon mengkhawatirkan objektivitas perlakuan para Notaris yang 
menjadi anggota Majelis Pengawas terhadap Notaris yang mempunyai 
pertentangan kepentingan dengan Notaris yang menjadi anggota Majelis 
Pengawas. Semua Notaris diperlakukan dan diberi kesempatan yang 
sama untuk menjadi anggota Majelis Pengawas, dengan melalui seleksi 
sehingga Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 
G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat 
bahwa dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai hal tersebut 
tidak cukup beralasan.  
Majelis Pengawas merupakan kepanjangan tangan dari Menteri. 
Dalam rangka pengawasan, adalah wajar jika Majelis Pengawas menda-
pat pelimpahan sebagian wewenang dari Menteri sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris. Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh 
Majelis Pengawas sambil menunggu Keputusan Menteri atas usul 
pemberhentian dengan tidak hormat merupakan tindakan yang penting. 
Pemberhentian sementara dan pengusulan untuk memberhentikan dengan 
tidak hormat meru-pakan tindakan tata usaha negara (administratief 
rechtshandeling). Oleh karena itu, kedua Pasal tersebut tidak berten-
tangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Para pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-
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dengan Pasal 22 A, Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 G ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah 
Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak melarang bagi setiap orang 
yang menjalankan profesi Jabatan Notaris untuk berkumpul, berserikat 
dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam hal melaksanakan hak berse-
rikat, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, kare-
na Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, diberi tugas 
dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan 
masyarakat, yaitu membuat akta otentik.  
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris tidak disebut organisasi Notaris sebagai wadah tunggal dimaksud 
adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jika dalam kenyataannya Pemerin-
tah menetapkan INI sebagai wadah tunggal organisasi notaris sebagai-
mana dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan ini tidak berada pada tataran 
normatif undang-undang, melainkan pada tataran pelaksanaan undang-
undang, sehingga tidak menyangkut persoalan konstitusionalitas. Jika 
para Pemohon tidak puas terhadap keputusan atau pengaturan lebih lanjut 
sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut, maka para Pemohon dapat 
melakukan upaya hukum, namun bukan kepada Mahkamah Konstitusi. 
Terkait dengan pengujian materiil yang dimohonkan oleh Pemo-
hon II dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan 
tersebut bertentangan dengan Pasal 36 A juncto Pasal 36 C Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah berpen-
dapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 huruf k Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah 
mengatur penggunaan lambang negara oleh notaris dalam undang-un-
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36 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang hal itu digunakan dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai 
pejabat umum. Tanpa bermaksud menyatakan bahwa pengaturan seba-
gaimana termuat dalam Pasal 16 huruf k Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai pelaksanaan dari Pasal 36C 
UUD 1945, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian tidaklah berten-
tangan dengan Pasal 36 C Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945  tersebut, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, baik dalil Pemo-
hon Perkara 009/PUU-III/2005 maupun Pemohon Perkara 014/PUU-
III/2005 tidak cukup beralasan sehingga permohonan para Pemohon 
harus ditolak. Putusan ini mengacu pada Pasal 56 ayat (5), Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi. 
d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi 
Putusan kedua yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahka-
mah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi. Pengajuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pemohonnya yaitu Lembaga Studi 
dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan 
Korban Kekerasan (KONTRAS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), 
Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Keadilan (Imparsial), 
Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-
KROB), Raharja Waluya Jati dan H. Tjasman Setyo Prawiro. Pasal yang 
diajukan yaitu Pasal 1 angka 9, Pasal 27 dan Pasal 44 Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ber-
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ayat (2) dan (5) menyangkut prinsip kepastian hukum dan perlakuan 
yang sama di hadapan hukum. 
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menilai 
Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi hanya merupakan pengertian atau definisi 
yang termuat dalam ketentuan umum dan bukan merupakan norma yang 
bersifat mengatur serta terkait dengan pasal-pasal yang lain. Menyangkut 
Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebe-
naran dan Rekonsiliasi, Mahkamah Konstitusi menilai ketertutupan pro-
ses hukum melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc apabila mem-
peroleh penyelesaian di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan 
konsekuensi logis dari mekanisme Alternative Dispute Resolution sehing-
ga Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak terdapat dasar dan alasan 
konstitusional yang cukup untuk mengabulkannya. 
Menyangkut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Mahkamah Konstitusi me-
nilai ketentuan tersebut mengandung kontradiksi yakni menyangkut 
tekanan yang melihat pada pelaku secara perorangan dalam individual 
criminal responsibility (pertanggungjawaban pidana perseorangan). 
Padahal peristiwa pelanggaran Hak asasi Manusia sebelum berlakunya 
Undang-Undang Pengadilan Hak asasi Manusia, baik pelaku maupun 
korban serta saksi-saksi lainnya tidak mudah ditemukan lagi. Rekon-
siliasi yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi hampir mustahil untuk 
diwujudkan jika dilakukan dengan pendekatan individual criminal 
responsibility. Penentuan adanya manesti sebagai syarat, merupakan hal 
yang mengesampingkan perlindungan hukum dan keadilan yang dijamin 
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Dengan dikabulkannya permohonan Pasal 27 Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi terse-
but membuat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi secara keseluruhan tidak bisa dilaksanakan 
karena seluruh operasionalisasi Undang-Undang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi bergantung dan bermuara pada Pasal 27 Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 
Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menga-
bulkan permohonan para pemohon sehingga Undang-Undang Nomor 27 
tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Mahka-
mah Konstitusi memerintahkan pemuatan Putusan Nomor 006/PUU-
IIV/2006 dalam Berita Negara Republik Indonesia.   
Melihat dari putusan ini, kembali lagi Mahkamah Konstitusi me-
mutus dengan ultra petita bahkan terhadap Undang-Undang yang sedang 
merintis terbentuknya sebuah komisi yang terkait erat dengan jaminan 
dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Putusan tersebut telah meng-
hapuskan harapan bahkan proses pembentukan Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi yang telah berjalan. 
Menurut hakim Mahkamah Konstitusi, Soedarsono, ultra petita 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebaiknya dihindari dengan 
pengertian keterkaitan pasal-pasal lain tersebut perubahannya diserahkan 
kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi undang-undang yang 
bersangkutan disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun 
tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengha-
ruskan kapan pembentuk undang-undang merevisi undang-undang ter-
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e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Putusan perkara ini sebenarnya menjadi satu dengan perkara 
Nomor 012/PUU-IV/2006 dan perkara Nomor 019/PUU-IV/2006. Akan 
tetapi, dalam tulisan ini, penulis hanya Putusan perkara ini sebenarnya 
menjadi satu dengan perkara Nomor 012/PUU-IV/2006 dan perkara 
Nomor 019/PUU-IV/2006. Akan tetapi, dalam tulisan ini, penulis hanya 
akan mengkaji putusan mengenai perkara Nomor 016/PUU-IV/2006. 
Permohonan perkara 016/PUU-IV/2006 diajukan oleh Prof. Dr. 
Nazaruddin Sjamsuddin, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A.,Prof. Dr. 
Rusadi Kantaprawira, Drs. Daan Dimara, M.A., Dr. Chusnul Mar’iyah, 
Dr. Valina Singka Subekti, M.A., Safder Yusacc, S.Sos., M.Si., Drs. 
Hamdani Amin, M.Soc.Sc dan Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si.  
Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak 
konstitusionalnya yang diberikan/ dijamin oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dirugikan karena diperiksa 
di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan/ atau telah 
menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi baik di tingkat 
pertama, banding dan/ atau kasasi. Pemohon mengajukan permohonan 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permoho-
nan menyatakan materi muatan Pasal 1 angka 3, Pasal 2, Pasal 11 huruf 
b, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal 40, dan Pasal 53 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) 
dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
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Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan Pemohon, 
kecuali Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi, ternyata tidak beralasan untuk dikabulkan. 
Sedangkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah nyata 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  
Apabila Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  telah dinyatakan berten-
tangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 pada saat yang sama juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat maka pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh KPK dan 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sedang berjalan menjadi 
terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian 
dapat menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korusi 
mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang 
dike-hendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia. 
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut beserta penataan 
kelembagaannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat diperlukan jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) 
tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat undang-undang maka ketentuan 
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sendirinya, demi hukum (van 
rechtswege) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Sebelum 
terbentuknya DPR dan Pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum 2009, 
perbaikan undang-undang tersebut sudah harus diselesaikan dengan 
sebaik-baiknya guna memperkuat basis konstitusional upaya pemberan-
tasan tindak pidana korupsi. Apabila pada saat jatuh tempo 3 (tiga) tahun 
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undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi terhadap undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 khususnya tentang pembentukan Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang tersendiri maka seluruh 
penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang 
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi 
berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian 
sepanjang menyangkut substansi Pasal 53 undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 
menolak permohonan selebihnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi 
menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dantetap 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan 
paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan. 
Kemudian memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
Sebagai bentuk pelaksanaan Putusan tersebut maka pembentuk 
undang-undang membentuk Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini dibentuk 
untuk mewujudkan kepastian hukum seperti yang dikehendaki oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-III/2006 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Pemohon menga-
jukan pengujian materiil terhadap Pasal 33 ayat (5), Pasal 62 ayat (1) dan 
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menentukan bahwa kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia diatur 
dalam bentuk Peraturan Pemerintah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menjamin kepastian hukum bagi setiap orang. 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga yang ber-
sifat independen. Selaku lembaga negara yang bersifat independen, 
pengaturan tentang kewenangan KPI seharusnya diletakkkan di tingkat 
undang-undang. Apabila pengaturannya di bawah kepentingan eksekutif 
(dalam hal ini kewenangan KPI diatur dalam Peraturan Pemerintah), 
akan berpotensi mempengaruhi independensi KPI dalam menjalankan 
kewenangannya. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran bahkan menyatakan bahwa salah satu ciri lembaga 
independen adalah mempunyai kewenangan pengaturan di atas bidang 
kerjanya (self regulatory body). 
Mahkamah menyatakan mempunyai kewenangan untuk menguji 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta perihal 
legal standing Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan 
Pokok Perkara. Dalil Pemohon bahwa Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 62 ayat 
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, 
merugikan kewenangan konstitusionalnya, tidak dapat dibenarkan oleh 
Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa Pemohon memperoleh 
kewenangan sebagai lembaga negara dari Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut 
sebagai sumber kewenangan KPI, sekaligus sebagai undang-undang yang 
membentuk dan melahirkannya tidak mungkin menimbulkan kerugian 
bagi kewenangannya karena rumusan, ruang lingkup serta isi wewenang 
KPI tersebut dirumuskan dalam undang-undang yang membentuk lemba-
ga KPI itu sendiri. Mahkamah Konstitusi berpendapat, KPI sebagai 
lembaga negara yang merupakan produk atau anak kandung Undang-
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kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan 
pengujian undang-undang yang melahirkannya, karena hal itu sama 
dengan mempersoalkan eksistensi atau keberadaannya sendiri. 
Mahkamah Konstitusi menilai tidak tepat jika Pemohon sebagai 
lembaga negara, mendasarkan pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dikarenakan yang 
menjadi subyek hukum dalam Pasal tersebut adalah orang dalam 
pengertian orang pribadi (natuurlijke persoon). 
Mahkamah Konstitusi tidak menafikkan keadaan bahwa Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan hasil 
kompromi politik. Kompromi demikian tidaklah dilarang sepanjang tidak 
bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Tetapi legal 
standing untuk mempersoalkan undang-undang yang melahirkan lemba-
ga tertentu, tidak berada pada lembaga yang lahir dari undang-undang 
yang diuji. Dengan kata lain, kalaupun ada kekaburan atau terdapatnya 
pertentangan dalam diri undang-undang tersebut (self cotradictory) 
sehingga tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita yang mendorong 
kelahirannya, hal itu tidak dapat dijadikan alasan oleh lembaga negara 
yang dilahirkan oleh suatu undang-undang untuk mengajukan permo-
honan pengujian atas undang-undang yang melahirkannya. Hal demikian 
terpulang kepada pembuat undang-undang untuk menegaskan kebijakan 
yang dipilihnya. 
Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Konstitusi menya-
takan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk 
verklaard). Namun, ada pendapat berbeda dari dua orang Hakim Kons-
titusi mengenai legal standing Pemohon. Dissenter menilai Pemohon 
tidak mempunyai legal standing karena berdasarkan pendirian Mahka-
mah Konstitusi dalam perkara Nomor 030/SKLN-IV/2006 telah dinya-
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kewenangan konstitusionalyang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga mutatis mutandis da-
lam pemgujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, KPI juga tidak memiliki kewenangan 
kosntitusional dan oleh karenanya tidak ada kerugian konstitusional yang 
diderita oleh KPI sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan pendirian demikian, hakim 
dissenter berpendapat bahwa tanpa harus memasuki Pokok Permohonan, 
Mahakamah Konstitusi dapat segera menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima. 
g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat 
Permohonan ini diajukan oleh H.F. Abraham Amos, S.H sebagai 
Pemohon I, Djamhur, S.H. sebagai Pemohon II dan Drs. Rizki Hendra 
Yoserizal, S.H. sebagai Pemohon III. Materi muatan yang dimohonkan 
untuk diuji yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat 
(1) serta Pasal 28 I ayat (2), (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Para Pemohon adalah kelompok orang warga negara Indonesia 
yang mempunyai kepentingan sama, yaitu sebagai para calon Advokat 
yang telah lulus ujian Advokat dari organisasi Advokat PERADI dan 
KAI, namun belum mengucapkan sumpah atau janji yang ditentukan oleh 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
yang berbunyi, “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib 
bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguhsungguh di 
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”. Para 
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kewenangan konstitusional mereka yang diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemohon mendalilkan bahwa timbulnya kerugian hak dan/ atau 
kewenangan konstitusional para Pemohon oleh berlakunya Pasal 4 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dikarenakan 
terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 
bertanggal 01 Mei 2009 yang intinya meminta kepada para Ketua 
Pengadilan Tinggi untuk tidak mengambil sumpah para Advokat baru 
dan apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari 
ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak 
dibenarkan beracara di Pengadilan. Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 
tersebut prima facie dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon, 
khususnya hak untuk bekerja (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945) apabila para Ketua Pengadilan 
Tinggi tidak melaksanakan perintah pasal tersebut, karena para Pemohon 
sebagai calon Advokat nasibnya menjadi terkatung-katung, yakni di satu 
pihak Pengadilan Tinggi dilarang mengambil sumpah untuk para Advo-
kat baru, sedangkan di lain pihak, pengambilan sumpah di luar ketentuan 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
dianggap tidak sah, sehingga para Pemohon terhalangi untuk bekerja 
sebagai Advokat. Kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat 
aktual dan spesifik, serta mempunyai hubungan kausal dengan Pasal 
yang dimohonkan pengujian, yakni apabila permohonan dikabulkan, 
maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon 
tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon prima 
facie memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 
permohonan. 
Pemohon mendalilkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah berpotensi 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemo-
hon, sehingga para Pemohon tidak bisa bekerja untuk memperoleh kehi-
dupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dikehendaki Pasal 27 
ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 1945. 
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keharusan bagi Advo-
kat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya merupakan 
kelaziman dalam organisasi dan suatu jabatan/ pekerjaan profesi yang 
tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusionalitas suatu norma in 
casu norma hukum yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Ketentuan bahwa pengambilan sumpah bagi Advokat harus 
di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya merupakan 
pelanjutan dari ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memang 
pengangkatannya dilakukan oleh Pemerintah in casu Menteri 
Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM. 
Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat tersebut yang menentukan bahwa pengangkatan Advokat 
dilakukan oleh Organisasi Advokat, bukan lagi oleh Pemerintah, 
memang seolah-olah pengambilan sumpah yang harus dilakukan di 
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak 
lagi ada rasionalitasnya. Akan tetapi, mengingat bahwa profesi Advokat 
telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum dan dalam 
rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi 
Advokat, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) 
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Meskipun demikian, ketentuan yang mewajibkan para Advokat 
sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana 
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokat, tidak boleh menimbulkan hambatan bagi para advokat 
untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lagi pula Pasal 3 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara 
expressis verbis telah menyatakan bahwa Advokat yang telah diangkat 
berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat menjalankan praktiknya sesuai 
dengan bidang-bidang yang dipilih. Dengan demikian, keharusan bagi 
Advokat untuk mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya 
tidak ada kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma, demikian 
juga mengenai keharusan bahwa pengambilan sumpah itu harus dila-
kukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukum-
nya, sepanjang ketentuan dimaksud tidak menegasi hak warga negara in 
casu para calon Advokat untuk bekerja yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Bahwa terjadinya hambatan yang dialami oleh para Pemohon 
untuk bekerja dalam profesi Advokat pada dasarnya bukan karena adanya 
norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, melainkan disebabkan oleh 
penerapan norma dimaksud sebagai akibat adanya Surat Mahkamah 
Agung yang melarang Pengadilan Tinggi mengambil sumpah para calon 
Advokat sebelum organisasi advokat bersatu. Penyelenggaran sidang 
terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat 
sebelum menjalankan profesinya seba-gaimana yang tercantum dalam 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah konstitusional 
sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili 
hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh 
Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa me-
ngaitkannya dengan adanya dua organisasi Advokat yang secara de facto 
ada dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi Advokat yang sah 
menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 4 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah ber-
tentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang 
terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak 
dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib 
mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya 
tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada 
saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 
Amar Putusan ini diucapkan”. Apabila setelah jangka waktu dua tahun 
Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum juga terbentuk, 
maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan 
melalui Peradilan Umum. Kemudian Mahkamah Konstitusi menolak per-
mohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Mahkamah Kons-
titusi juga memerintahkan pemuatan amar Putusan ini dalam Berita 
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah putusan yang 
conditionally unconstitutional. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah tidak konstitusional bersyarat 
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sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan sebagaimana tersebut di 
atas. 
h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia 
Putusan lain yang menarik untuk dikaji adalah Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang pengujian 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia.  Fokus pengujian perkara yang dimohonkan oleh Prof. Dr. 
Yusril Ihza Mahendra yaitu Pasal 22 ayat (1) huruf d yaitu berhentinya 
Jaksa Agung karena masa jabatannya telah berakhir.  
Alasan dari pemohon yaitu negara Republik Indonesia, sesuai 
dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum, secara yuridis 
Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan semua warga negara 
bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 
27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bahwa secara yuridis 
Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi 
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 
Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan, ”Setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 
Norma konstitusi tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi 
manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam 
kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon. 
Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak atas pengakuan, 
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karena seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya 
kepastian hukum yang adil. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup 
pengakuan, jaminan, dan perlin-dungan atas asas-asas hukum yang 
berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya 
dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindakan 
semena-mena dari pejabat yang kedudukannya tidak sah.  
Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 yang 
menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena di dalam 
UU Nomor 16 Tahun 2004 tidak diatur masa jabatan Jaksa Agung. 
Jikapun ada, maka yang diatur adalah batas pensiun jaksa, yakni 62 
(enam puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c UU 
Nomor 16 Tahun 2004. Tetapi karena Jaksa Agung adalah “pejabat 
Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 16 
Tahun 2004, maka ketentuan usia pensiun jaksa tidaklah berlaku bagi 
Jaksa Agung. Dengan kenyataan seperti itu, Pasal 22 ayat (1) UU No. 16 
Tahun 2004 pada akhirnya tidak menentukan secara tegas batas waktu 
masa jabatan Jaksa Agung. Pasal tersebut dapat ditafsirkan jika tidak 
meninggal dunia, tidak mengajukan permintaan untuk berhenti, tidak 
sakit jasmani atau rohani terus menerus, tetap memenuhi syarat sebagai 
Jaksa Agung, maka seorang Jaksa Agung tidak dapat diberhentikan oleh 
Presiden, karena UU tidak mengatur kapan akhir masa jabatannya. 
Keadaan ini berpotensi menjadikan seorang Jaksa Agung akan 
memangku jabatan seumur hidup.  
Putusan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu menolak permohonan 
Provisi Pemohon dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
sebagian, sebagai berikut: 
- Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 
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Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu 
konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu 
berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik 
Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota 
kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden 
dalam periode yang bersangkutan”;  
- Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa 
jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-
sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa 
jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”;  
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya;  
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
Dari putusan tersebut jelas adanya conditionally constitutional 
dalam putusan tersebut walaupun ada dissenting opinion yang salah 
satunya menyatakan bahwa conditionally constitution dalam putusan 
tersebut tidak menjawab permasalahan bagaimana batasan berakhir masa 
jabatan tersebut. 
Terkait dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 
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naannya yaitu dengan diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. Kemudian karena masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir 
dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam 
satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau 
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang 
bersangkutan maka Presiden melakukan penggantian Jaksa Agung yang 
lama yang seharusnya sudah berhenti bersamaan dengan berakhirnya 
masa jabatan Presiden periode sebelumnya dengan Jaksa Agung yang 
baru. 
3. Perkembangan Pola dan Bentuk Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
Berdasarkan kajian beberapa putusan di atas jelas bahwa pelaksanaan 
putusan Mahkamah Konstitusi berbeda sebagaimana yang diatur di lingku-
ngan Peradilan Umum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, putusan 
Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir constitutief. artinya, putusan Mah-
kamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hu-
kum baru atau membentuk hukum sebagai negative legislator, yang disebut 
Hans Kelsen adalah melalui pernyataan. Sifat declaratoir tidak membutuhkan 
satu aparat yang melaksanakan putusan hakim Mahkamah Konstitusi 
(Maruarar Siahaan, 2006: 250). 
Karena pola pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi mengikat 
umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-
undang yang telah diputus Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan putu-
san itu. Di samping itu pelaksanaan putusan Mahkamah konstitusi juga tidak 
memerlukan upaya paksa (power of force) dan tidak mengenal adanya 
lembaga pengeksekusi. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi 
langsung dapat dilaksanakan serta mengikat, tanpa harus ada lembaga peng-
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Namun demikian, mengingat norma dalam undang-undang adalah satu 
kesatuan sistem, pelaksanaan putusan harus melalui tahapan-tahapan tertentu, 
bergantung pada substansi putusan. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi 
telah mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum, namun sebagai syarat untuk diketahui secara 
umum, putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan 
diucapkan. 
Putusan Mahkamah Konstitusi ada yang langsung dapat dilaksanakan 
ada pula yang tidak dapat langsung dilaksanakan. Putusan yang langsung 
dapat dilaksanakan adalah putusan membatalkan norma tertentu yang tidak 
menganggu sistem norma yang ada dan tidak memerlukan pengaturan lebih 
lanjut. Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 27 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi yang berakibat tidak berlakunya undang-undang tersebut. Sejak 
putusan ini diucapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi tidak seorang pun 
dapat dituntut berdasarkan pasal itu yaitu terutama terkait masalah individual 
criminal responsibility dan persyaratan amnesti. Demikian pula terkait 
dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, secara langsung komisi tersebut 
tidak lagi bisa beroperasi lebih lanjut karena dasar pembentukannya sudah 
tidak berlaku.  
Putusan lain yang langsung dapat dilaksanakan adalah putusan yang 
menyatakan suatu norma tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai seperti yang 
dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi atau conditionally constitutional. 
Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang 
pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. Terhadap putusan ini, tanpa ada peraturan lebih lanjut 
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segera mengganti Jaksa Agung dengan yang baru sesuai dengan norma yang 
ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. 
Di sisi lain, terdapat putusan yang untuk pelaksanaannya mem-
butuhkan aturan lebih lanjut, yaitu putusan membatalkan suatu norma yang 
mempengaruhi norma-norma lain, atau untuk melaksanakannya diperlukan 
aturan yang lebih operasional. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Namun 
demikian, belum adanya peraturan yang menindaklanjuti putusan Mahkamah 
Konstitusi tidak mengurangi kekuatan mengikat yang telah melekat sejak 
dibacakan. Setiap pihak yang terkait harus melaksanakan putusan itu. Apabila 
ada peraturan yang dilaksanakan ternyata bertentangan dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi, maka yang menjadi dasar hukum adalah putusan 
Mahkamah Konstitusi. 
Mekanisme itu sama halnya dengan pembentukan undang-undang 
baru. Suatu undang-undang mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak 
diundangkan. Namun demikian ada ketentuan yang dapat langsung dilaksa-
nakan, tetapi ada pula yang memerlukan peraturan pelaksana. Apabila aturan 
pelaksana belum dibuat atau disesuaikan, hal itu tidak mengurangi sifat 
mengikat undang-undang itu sendiri. Bahkan, dalam setiap ketentuan penutup 
undang-undang selalu menyatakan bahwa semua peraturan pelaksana tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. 
Kalau pemerintah atau lembaga negara lain tidak mematuhi putusan 
tersebut dan justru masih tetap memberlakukan undang-undang yang telah 
dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengi-
kat, hal tersebut nerupakan suatu tindakan yang pengawasannya ada di dalam 
suatu mekanisme hukum dan tata negara itu sendiri. Perbuatan yang dila-
kukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak mem-
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demi hukum batal sejak semula (ab initio) (Maruarar Siahaan, 2006: 251-
252). 
Jika konsekuensi hukum yang terjadi berupa kerugian finansial, aparat 
negara atau lembaga negara tersebut akan menanggung akibat hukum yang 
dapat bersifat pribadi (personal liability) untuk mengganti kerugian yang 
dituntut melalui peradilan biasa yang dapat ditegakkan secara paksa. Tetapi, 
dari sudut konstitusi, perbuatan melawan hukum seperti itu apabila dilakukan 
oleh Presiden atau pemerintah maka akan memicu proses politik yang ada di 
Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat bermuara bahwa Presiden akan tidak 
lagi memenuhi syarat menjadi Presiden karena alasan yang disebut dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Berdasarkan pengkajian terhadap beberapa putusan Mahkamah Kons-
titusi dalam perkara pengujian undang-undang tersebut di atas dapat diketahui 
bahwasannya pola dan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 
berkembang sesuai dengan perkembangan amar putusannya. Amar putusan 
Mahkamah Konstitusi berkembang dari 3 (tiga) bentuk putusan yang diatur 
dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi. Dengan adanya perkembangan amar putusan mahkamah Konsti-
tusi tersebut, maka pola pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam 
perkara pengujian undang-undang, yaitu: 
a. Tidak Dapat Diterima 
Permohonan yang dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi 
menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima mengacu pada 
Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi.  
Contoh permohonan yang amar putusannya menyatakan tidak 
dapat diterima adalah putusan perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal 
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Terhadap putusan tersebut bisa diajukan kembali tetapi bukan oleh 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena KPI tidak memenuhi 
kualifikasi sebagai Pemohon. 
b. Dikabulkan 
Permohonan dikabulkan, dalam realita ada 2 (dua) variasi yaitu 
dikabulkan keseluruhan dan dikabulkan sebagian. Permohonan dika-
bulkan keseluruhan artinya segala hal yang dimohonkan oleh pemohon 
dikabulkan semuanya. Sedangkan permohonan dikabulkan sebagian 
artinya apa yang dimohonkan oleh pemohon ada yang diterima dan ada 
yang ditolak.  
Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya 
menyatakan bahwa permohonan dikabulkan seluruhnya adalah putusan 
perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Yang dikabul-
kan seluruhnya adalah dalam hal pengujian materiil sedangkan dalam 
pengujian formil dinyatakan ditolak.  
c. Ditolak 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menyatakan bahwa 
permohonan ditolak berarti pembentukan maupun materi muatannya 
tidak bertentangan dengan undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Terhadap putusan yang seperti ini, tidak ada 
pelaksanaan putusan. Hanya saja, permohonan yang putusannya telah 
menyatakan demikian tidak dapat dimohonkan kembali ke Mahakamah 
Konstitusi. 
Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menyatakan 
bahwa permohonan ditolak yaitu putusan Mahakamah Konstitusi dalam 
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Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adanya 
pengujian tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun sehingga 
undang-undang tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 
d. Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) 
Conditionally constitutional dilakukan sebagai alternatif dalam 
pengujian undang-undang dimana sebuah undang-undang yang seringkali 
mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan 
yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya 
akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 atau tidak. Kalau undang-undang nanti diterapkan 
pelaksanaan seperti bentuk A maka ia bersifat konstitusional, namun jika 
diterapkan pelaksanaan dengan bentuk B maka ia akan bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
(Harjono, 2008: 179). 
Dimasukkannya klausula Konstitusional Bersyarat (conditionally 
constitutional) di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan 
bahwa norma yang sudah pernah diuji dapat diuji kembali menunjukkan 
Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan Pasal 60 Undang-Undang 
Mahkamah Konstitusi. Hakim mempunyai kewenangan untuk menyim-
pangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang tidak 
mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cara ini disebut Contra 
Legem (Ahmad Kamil dan M Fauzan, 2004: 9). Hakim dalam menggu-
nakan lembaga contra legem harus mencukupkan pertimbangan hukum-
nya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek 
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Tabel 2. Perbandingan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi dengan 
Konstitusional Bersyarat 
Sifat putusan Mahkamah 
Konstitusi  
Conditionally Constitutional  
Final dan mengikat sehingga tidak 
ada upaya hukum yang bisa ditem-
puh (Pasal 24C ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945)  
Conditionally Constitutional 
memberi peluang bahwa suatu 
undang-undang yang telah diuji 
dapat diuji kembali, sehingga 
membuat putusan Mahkamah 
Konstitusi tidak bersifat final, 
maksudnya masih ada upaya 
hukum yang bisa ditempuh, 
meskipun tidak upaya hukum 
vertikal.  
Materi muatan, ayat, pasal, dan/ 
atau bagian dari undang-undang 
yang telah diuji tidak dapat 
dimohonkan pengujian kembali 
(Pasal 60 Undang-Undang Mahka-
mah Konstitusi)  
Materi muatan, ayat, pasal, 
dan/atau bagian dari undang-
undang yang permohonannya 
ditolak oleh Mahkamah Kons-
titusi dapat diajukan kembali, 
apabila dalam pelaksanaanya 
dilakukan tidak sesuai dengan 
tafsir Mahkamah Konstitusi  
Pasal 42 Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 
memberikan pengecualian, bah-wa 
materi muatan, ayat, pasal atau 
bagian dari undang-undang tidak 
dapat dimohonkan pengujian kem-
Dalil atau alasan hukum yang 
dapat diajukan dengan Condi-
tionally Constitutional adalah 
kesalahan penerapan dari putu-
san Mahkamah Konstitusi, mi-
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bali adalah karena alasan atau dalil 
yang sama  
Jadi tidak terkait langsung de-
ngan norma undang-undang  
 
Klausula Konstitusional Bersyarat dalam putusan Mahkamah 
Konstitusi mengubah makna dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi 
yang bersifat final, khusus terhadap putusan yang menggunakan klausula 
konstitusional bersyarat. Hal ini tidak saja mengubah makna Pasal 60 
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tetapi juga memberikan makna 
baru atas Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 (KC Wheare dalam Jimly Asshiddiqqie, 2006: 
273). Dengan adanya klausula Konstitusional Bersyarat, Mahkamah 
Konstitusi menjadi pencipta hukum, meskipun tidak melalui proses 
legislasi karena memang bukan kompetensi Mahkamah Konstitusi, tetapi 
putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan klausula Konstitu-
sional Bersyarat sudah menjadi preseden yang digunakan secara 
berulang.  
Dalam kategori penafsiran konstitusi yang digariskan oleh Jon 
Roland, Konstitusional Bersyarat (conditionally constitutional) merupa-
kan bentuk dari penafsiran fungsional (functional interpretation), 
Penafsiran fungsional melihat hukum sebagai suatu sistem yang 
harmonis. Harmonisasi hukum itu dapat berupa keterkaitan secara 
horizontal, sesama undang-undang, maupun yang bersifat vertikal. 
Disamping meninjau keterkaitan antara norma hukum, penafsiran 
fungsional juga mempertimbangkan bagaimana kemungkinan-kemung-
kinan yang terjadi dalam operasionalisasi suatu undang-undang. Jadi dia 
juga melihat bagaimana suatu perundang-undangan dijalankan sebagai 
suatu sistem yang lintas institusi (Jon Roland, 2010). 
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “hukum itu mengan-dung 
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melalui mobilisasi hukum apa yang semula berupa harapan bisa 
diwujudkan.” (Satjipto Rahardjo, 2006: 155). Senada dengan yang 
disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, sebagai suatu norma hukum, 
(pertimbangan hukum) putusan Mahkamah Konstitusi mengandung 
harapan-harapan, tetapi ia tidak mampu mewujudkannya sendiri. Untuk 
itu diperlukan mobilisasi hukum yang memungkinkan harapan-harapan 
tadi terwujud. Konstitusional Bersyarat mengharapkan agar lembaga 
negara yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang 
dipatuhi dan dilaksanakan dalam praktiknya sesuai dengan persyaratan 
konstitusional yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi.  
Konstitusional Bersyarat melepas sifat konstitusionalitas suatu 
ketentuan undang-undang dalam penerapan dan penegakan hukum. Tapi 
Mahkamah Konstitusi belum memiliki kewenangan jelas untuk 
mengontrol penerapan syarat konstitusionalitas norma yang 
dipersyaratkan itu. Satu-satunya cara yang ditawarkan Mahkamah 
Konstitusi apabila syarat konstitusionalitas ketentuan undang-undang 
yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak 
diperhatikan atau ditafsirkan lain oleh lembaga negara terkait adalah 
dengan menguji kembali ketentuan undang-undang yang sudah pernah 
diuji oleh Mahkamah Konstitusi (rejudicial review).  
Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang berbentuk 
conditionally constitutional yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan putusan 
tersebut adalah dengan menafsirkan materi muatan yang diujikan sesuai 
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e. Tidak Konstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional) 
Selain putusan yang conditionally constitutional, dalam 
perkembangan putusan juga terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
merupakan putusan tidak konstitusional bersyarat (conditionally uncons-
titutional). Pada dasarnya, sebagaimana argumentasi dari diputuskannya 
putusan konstitusional bersyarat, putusan tidak konstitusional bersyarat 
juga disebabkan karena jika hanya berdasarkan pada amar putusan yang 
diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi maka akan sulit untuk menguji undang-undang di 
mana sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang diru-
muskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu 
belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau 
tidak. 
Contoh putusan conditionally unconstitutional adalah pada 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. 
Dalam konklusi putusan, dinyatakan bahwa “Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah tidak konsti-
tusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak 
dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan”. 
Bentuk pelaksanaan putusan ini adalah dengan menjalankan ketentuan 
tersebut di luar dari apa yang disebutkan dalam syarat tersebut sehingga 
ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
Perbedaan Conditionally Constitutional dengan Conditionally 
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Tabel 3. Perbandingan Conditionally Constitutional dengan 
Conditionally Unconstitutional 
Conditionally Constitutional Conditionally Unconstitutional 
Amarnya berbunyi bahwa suatu 
ketentuan konstitusional sepan-
jang dipenuhi syarat-syarat yang 
telah ditentukan 
Amarnya berbunyi bahwa suatu 
ketentuan tidak konstitudional se-
panjang tidak dipenuhi syarat yang 
telah ditentukan 
Pelaksanaan putusan adalah de-
ngan menafsirkan ketentuan 
sesuai dengan penafsiran Mah-
kamah Konstitusi 
Pelaksanaan putusan adalah dengan 
tidak memenuhi atau menafsirkan 
suatu ketentuan dengan apa yang 
dinyatakan Mahkamah Konstitusi 
dalam putusannya 
 
f. Perumusan Norma dalam Putusan 
Perumusan norma dalam putusan merupakan salah satu pola 
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Pola ini semakin menegas-
kan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator yaitu 
Mahkamah Konstitusi menciptakan norma baru yang seharusmya 
menjadi kewenangan legislatif. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi perlu 
memberikan amar putusan dengan pola ini untuk menjaga keutuhan 
pelaksanaan konstitusi. Hal ini juga diperlukan karena kebutuhan akan 
ketentuan yang cepat.  
Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodir pola 
putusan ini adalah Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan 
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bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat 
dari penghapusan bagian tertentu tersebut, maka pasal-pasal tersebut 
menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya. 
Hal ini agar undang-undang tersebut tetap bisa dilaksanakan. 
g. Ultra Petita 
Pola pelaksanaan putusan berupa ultra petita  terjadi ketika Mah-
kamah Konstitusi memutus melebihi apa yang dimohon. Hal ini 
dilakukan tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 
maupun dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, hal ini 
sudah terjadi berulang kali dan ini dibenarkan demi tercapainya keadilan 
dan kemanfaatan. 
Contoh putusan yang mempunyai pola ultra petita adalah Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 mengenai perkara 
pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebe-
naran dan Rekonsiliasi. Dalam perkara tersebut yang diajukan hanya 
beberapa pasal akan tetapi Mahkamah Konstitusi memutus satu undang-
undang tersebut. 
Selain perkembangan pola pelaksanaan putusan, penulis juga menyim-
pulkan beberapa perkembangan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah 
Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 
a. Ditindaklanjuti 
Bentuk pelaksanaan putusan ditindaklanjuti adalah bentuk umum 
yang telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Seperti 
dijelaskan sebelumnya bentuk pelaksanaan ini dilakukan dengan 
pengumuman dalam Berita Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
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atau bagian undang-undang yang telah diuji tersebut tidak dapat dimo-
honkan pengujian kembali. 
Dari beberapa perkembangan pola pelaksanaan putusan di atas, 
yang mempunyai bentuk pelaksanaan berupa ditindaklanjuti selain pola 
pelaksanaan putusan yang dikabulkan yaitu pola pelaksanaan putusan 
yang merumuskan norma baru dalam putusan. Bentuk pelaksanaannya 
adalah ditindaklanjuti dalam arti melaksanakan ketentuan sesuai dengan 
norma baru yang ada dalam putusan tersebut, bukan norma yang telah 
ada sebelumnya. 
Kemudian terhadap pola pelaksanaan putusan yang ultra petita, 
bentuk pelaksanaannya juga dengan ditindaklanjuti. Dalam putusan 
pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebe-
naran dan Rekonsiliasi yang mempunyai pola pelaksanaan putusan ultra 
petita, bentuk pelaksanaannya dengan ditindaklanjuti yakni dengan tidak 
berlakunya lagi Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
tersebut. 
b. Tidak perlu ditindaklanjuti 
Bentuk pelaksanaan putusan tidak perlu ditindaklanjuti seperti 
telah dijelaskan sebelumnya, berlaku untuk pola pelaksanaan putusan 
yang tidak dapat diterima dan ditolak. Contoh putusan yang mempunyai 
bentuk pelaksanaan seperti ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan putusan 
yang ditolak. Pola pelaksanaan putusan yang demikian mempunyai ben-
tuk pelaksanaan berupa tidak perlu ditindaklanjutinya putusan tersebut. 
Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006 
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
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c. Ditindaklanjuti dengan jangka waktu tertentu 
Bentuk pelaksanaan putusan ditindaklanjuti dengan waktu ter-
tentu yaitu bentuk pelaksanaan putusan dimana putusan tersebut dilak-
sanakan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu contoh putusan yang 
bentuk pelaksanaannya berupa ditindaklanjuti dengan jangka waktu 
tertentu adalah Putusan Perkara Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal Pengu-
jian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan 
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan yang dengan kata 
lain merupakan penangguhan pelaksanaan putusan. 
Pembatasan akibat hukum berupa penangguhan tidak mengikat-
nya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dinyatakan berten-
tangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sedemikian rupa dengan memberi waktu yang cukup bagi pemben-
tuk undang-undang untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
sekaligus secara keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional 
yang diperlukan bagi keberadaan KPK dan upaya pemberantasan tindak 
pidana korupsi. Untuk kepentingan umum yang jauh lebih besar, Mahka-
mah Konstitusi merasa perlu membatasi akibat hukum yang timbul dari 
pernyataan inkonstitusionalitas suatu undang-undang. Bentuk pelak-
sanaan putusan ini secara nyata dipenuhi dalam jangka waktu tersebut 
yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana 
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d. Ditindaklanjuti dan jika bertentangan bisa dimohonkan pengujian 
kembali 
Bentuk pelaksanaan putusan ditindaklanjuti dan jika bertentangan 
bisa dimohonkan pengujian kembali ini dipakai untuk pola pelaksanaan 
putusan yang conditionally constitutional dan conditionally unconsti-
tutional. Bentuk pelaksanaan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 60 
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa materi 
muatan ayat, pasal dan/ atau bagian undang-undang yang telah diuji tidak 
dapat dimohonkan pengujian kembali. 
Akan tetapi, maksud bisa dimohonkan pengujian kembali dalam 
hal ini adalah bisa dimohonkan pengujian ketika pelaksanaan ketentuan 
yang telah diputus bersyarat tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan 
syarat yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. 
Hal ini berarti alasan permohonan pengujian jelas berbeda dengan alasan 
yang telah dinyatakan dalam permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, 
terhadap berlakunya conditionally constitutional maupun conditionally 
unconstitutional haruslah diimbangi dengan adanya constitutional ques-
tions yaitu hak suatu lembaga untuk bertanya kepada Mahkamah Konsti-
tusi terkait dengan ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewe-
nangnya tersebut. Hal ini dimaksudkan agar suatu lembaga dalam melak-
sanakan suatu ketentuan tidak salah menafsirkan termasuk dalam melak-
sanakan putusan yang bersyarat tersebut. 
e. Ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang baru 
Suatu putusan juga ada yang mempunyai bentuk pelaksanaan 
putusan berupa ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang 
baru. Pembentukan undang-undang baru ini dilakukan untuk menggan-
tikan peraturan yang lama yang telah dinyatakan bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena 
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bentuk pelaksanaan seperti ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Karena pentingnya 
undang-undang tersebut yang menyangkut hajat hidup orang banyak 
maka putusan tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk undang-
undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan. 
B. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam 
Perkara Pengujian Undang-Undang untuk Mewujudkan 
Konstitusionalisme 
Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengacu pada pola dan 
bentuk sebagaimana telah dikaji dalam pembahasan pertama ternyata masih 
menyita banyak problema. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 
pengujian undang-undang yang mengikat tidak hanya bagi pihak yang berperkara 
tetapi mengikat bagi semua pihak secara langsung tanpa adanya eksekutor. 
Pelaksanaan putusan meliputi pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia 
dan kemudian melaksanakan apa yang menjadi amar putusan. Kebanyakan dari 
putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang yang 
mengabulkan permohonan adalah menyatakan suatu ketentuan tidak berlaku, 
pelaksanaan dari putusan ini  hanya dengan menganggap bahwa suatu undang-
undang tidak berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia sehingga undang-undang tersebut tidak bisa dijadikan dasar 
bertindak lagi. 
Mengenai eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara penguji-
an undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Hal ini 
dikarenakan perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara 
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permohonan maka putusannya bersifat declaratoir dan constitutief. Putusan 
Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan seka-
ligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. 
Putusan yang bersifat declaratoir dan constitutief  tidak memerlukan 
eksekusi karena eksekusinya secara otomatis sehingga tidak ada aturan mengenai 
eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang. 
Kemudian, Mahkamah Eksekusi juga tidak terlibat dalam pelaksanaan ekseku-
sinya. Hal ini dikarenakan selain eksekusinya yang otomatis, pelaksanaan putusan 
tersebut juga bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. 
Untuk memahami lebih jelas mengenai pelaksanaan putusan yang telah 
dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya maka dapat ditunjukkan melalui tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 4. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian 
Undang-Undang 
No Putusan Perkara 
Nomor 
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- Perumusan norma 
baru dalam bebe-
rapa pasal; dan 
- Pemuatan dalam 
Berita Negara Re-
publik Indonesia. 
- Pemuatan dalam 
Berita Negara Repu-
blik Indonesia; dan 
- Pelaksanaan amanat 
undang-undang se-
suai dengan apa yang 
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- Pemuatan dalam 
- Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 
2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan 
Rekonsiliasi sudah 
tidak berlaku lagi, 
Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi 
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- Pemuatan dalam 
Berita Negara Repu-
blik Indonesia; dan 
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Nomor 46 Tahun 
2009 tentang Penga-
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Jaksa Agung dan 
menggantinya 



























































- Pemuatan dalam 
Berita Negara Re-
publik Indonesia. 
Berdasarkan tabel di atas terlihat dengan jelas bagaimana konsistensi pola 
dan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam upaya 
mewujudkan konstitusionalisme. Dalam pola dan bentuk pelaksanaan putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, masih banyak 
permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.  
Permasalahan yang pertama ketika undang-undang yang akan diber-
lakukan harus lebih dahulu diumumkan dan dimuat dalam Lembaran Negara, 
tetapi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang tersebut 
melalui pernyataan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, hanya diu-
mumkan dalam Berita Negara, sehingga akibat hukum putusan Mahkamah Kons-
titusi yang sederajat dengan undang-undang yang dibatalkan secara teoritis meru-
pakan masalah hukum yang serius (Maruarar Siahaan, 2006: 251). 
Permasalahan teoritis ini bisa menjadi problematika yang serius dalam 
negara hukum konstitusionalisme karena adanya kerancuan dalam aturan hukum 
itu sendiri. Hal ini bisa menjadi masalah terkait apakah dengan kondisi seperti itu 
putusan Mahkamah Konstitusi secara teoritis bisa membatalkan undang-undang. 
Dipandang dari sudut yuridis kewenangan memang Mahkamah Konstitusi berwe-
nang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 dengan menjatuhkan putusan yang pengu-
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dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Mahka-
mah konstitusi. Akan tetapi dari segi teoritis, putusan ini tidak sama kekuatannya 
dengan undang-undang karena undang-undang diumumkan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi hanya di 
level Berita Negara republik Indonesia. 
Problematika yang kedua terkait dengan pelaksanaan substansi putu-
sannya. Permasalahan yang timbul ketika Mahkamah Konstitusi tidak terlibat 
dalam pelaksanaan putusan atau mengawasi pelaksanaan putusan yaitu apakah 
dengan cara demikian ideal dalam rangka mewujudkan konstitusionalisme. 
Apalagi, tidak ada lembaga yang melaksanakan eksekusi tersebut. Hal ini akan 
penulis kaji dengan mengaitkan kepada prinsip konstitusionalisme itu sendiri. 
Konstitusionalisme merupakan paham supremasi konstitusi. Seperti yang 
dinyatakan Adnan Buyung Nasution, bahwa konstitusi merupakan aturan main 
tertinggi dalam negara yang wajib dipatuhi baik oleh pemegang kekuasaan dalam 
negara maupun oleh setiap warga negara (Adnan Buyung Nasution, 1995: 111). 
Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution memang sudah 
seharusnya menegakkan konstitusi dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewe-
nangnya. Mahkamah Konstitusi yang merupakan penafsir tunggal konstitusi, 
memegang peranan penting dalam mewujudkan konstitusionalisme. Dari pelak-
sanaan putusan Mahkamah Konstitusi  penulis kaji lebih lanjut apakah sudah 
mewujudkan konstitusionalisme atau belum. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai 
berikut: 
1. Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan 
Terkait dengan pengkajian putusan yang pertama mengenai Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dimana putusannya 
menyatakan Undang-Undang tersebut tidak berlaku dan bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena pasal 
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putusannya dinyatakan bahwa pembentuk undang-undang harus segera 
membuat undang-undang baru yang sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pola pelaksanaan putusannya 
adalah dikabulkan sedangkan bentuk pelaksanaan putusannya adalah 
ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang baru. 
Untuk menindaklanjuti putusan tersebut, dibentuklah Undang-Undang 
yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga-
listrikan. Undang-undang yang baru seharusnya melaksanakan putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Ketentuan 
Unbundling dan Penguasaan Negara terhadap Cabang Produksi Listrik yaitu 
sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 seperti yang dinyatakan dalam amar putusan. Akan tetapi, 
undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 
tentang Ketenagalistrikan tersebut ternyata belum sesuai dengan Pasal 33 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahkan 
undang-undang tersebut masih menerapkan sistem unbundling yang meru-
pakan sistem yang bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari contoh pertama ini bisa dilihat 
bagaimana pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung mengi-
kat ini, ternyata tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak pembentuk 
undang-undang. 
Pelaksanaan putusan pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan ini 
menurut penulis sudah mengakomodir konsep konstitusionalisme dalam arti 
dinamik dimana di dalamnya juga terkandung konstitusionalisme dalam arti 
statik sebagaimana dinyatakan oleh Abdulkadir Besar karena adanya interaksi 
antar komponen organ negara, tidak sekedar rumusan yang bersifat yuridik 
normatif. Hal tersebut terlihat dalam hal pembentukan Undang-Undang 
Ketenagalistrikan yang baru oleh lembaga legislatif sebagai wujud 
pelaksanaan putusan sehingga putusan tersebut tidak hanya menjadi norma. 
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Pelaksanaan putusan tersebut juga telah memenuhi beberapa elemen 
konstitusionalisme dari Louis Henkin, yaitu (i) pemerintah berdasar 
konstitusi, hal ini nampak dalam hal Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dalam memutus dan membuat kebijakan 
hukum; (ii) pemisahan kekuasaan, hal ini dibuktikan dimana Mahkamah 
Konstitusi menjalankan wewenangnya dalam bidang yudisial dan kemudian 
undang-undang sebagai bentuk pelaksanaan dibuat oleh lembaga legislatif; 
(iii) independensi kekuasaan kehakiman, hal ini terlihat bahwa Mahkamah 
Konstitusi menjalankan tugas dan wewenangnya dalam lingkup kekuasaan 
kehakiman secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun untuk 
menjaga tegaknya konstitusi; (iv) pemerintah yang dibatasi hak-hak individu, 
hal ini terbukti bahwasannya pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang 
menyangkut hajat hidup orang banyak seperti halnya listrik harus memper-
hatikan kepentingan-kepentingan individu warga negaranya; dan (v) 
kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi, hal ini terlihat jelas bahwa 
dalam menjalankan kekuasaan negara yang dalam perkara ini mengenai 
penguasaan negara terhadap tenaga listrik dibatasi oleh Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan 
konstitusi Indonesia. 
Kemudian berdasar pada prinsip-prinsip untuk menjamin tegak-nya 
negara hukum menurut Jimly Asshiddiqqie, bentuk pelaksanaan putusan ini 
telah memenuhi prinsip-prinsip berupa: (i) supremasi hukum karena permasa-
lahan ini diselesaikan dengan hukum sebagai norma tertinggi; (ii) persamaan 
dalam hukum, hal ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membeda-
bedakan siapa yang berperkara; (iii) asas legalitas, hal ini terlihat bahwa 
dalam menyelesaikan perkara ini, Mahkamah Konstitusi berpegang pada 
peraturan tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi dimana dalam Pasal 56 ayat (2) bahwasannya apabila 
Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan beralasan maka dikabulkan, 
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maka Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa materi yang 
diajukan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; (iv) pembatasan kekuasaan, hal ini terlihat 
dari Mahkamah Konstitusi yang memegang kekuasaan yudisial kemudian 
pelaksanaan putusan berupa pembentukan undang-undang dilaksanakan oleh 
pemegang kekuasaan legislatif; (v) peradilan bebas dan tidak memihak, hal 
ini terlihat jelas bahwa dalam menyelesaikan perkara pengujian Undang-
Undang Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi tidak memihak; (vi) pera-
dilan tata negara, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang 
pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan ini sebagai bukti eksistensi 
peradilan tata negara; (vii) perlindungan Hak Asasi Manusia, bentuk 
pelaksanaan putusan pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan ini melin-
dungi hak asasi manusia dalam hak untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa 
listrik; (viii) sarana mewujudkan tujuan negara, salah satu tujuan negara 
dalam hal memajukan kesejahteraan umum khususnya memenuhi kebutuhan 
warga negara dalam hal listrik; dan (ix) transparansi dan kontrol sosial, hal ini 
sebagai wujud transparansi pemerintah dan kontrol terhadap kinerja 
pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. 
Berdasarkan kajian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
dalam hal pola pelaksanaan putusan yang permohonannya dinyatakan dika-
bulkan telah mewujudkan konstitusionalisme.  
Kemudian ketika putusan tidak dilaksanakan dalam arti undang-
undang yang sudah dinyatakan tidak berlaku masih dipakai maka jelas sudah 
ada mekanisme tersendiri dalam hukum tata negara yakni dianggap sebagai 
perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum sejak semula. Akan tetapi 
permasalahannya adalah ketika putusan tersebut dilaksanakan tetapi tidak 
sesuai dengan amar putusan  misalnya seperti pelaksanaan putusan Mahka-
mah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Untuk melak-
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yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah materi yang menyangkut 
hajat hidup orang banyak maka dibuatlah undang-undang baru. Ternyata 
undang-undang baru yang dibuat tidak mencerminkan amar putusan yaitu 
masih menerapkan hal-hal yang menjadikan undang-undang sebelumnya 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  
Terhadap problema semacam ini, memperlihatkan bahwa kekuatan 
mengikat yang dimiliki putusan Mahkamah Konstitusi sia-sia. Kenyataannya 
semua pihak yang seharusnya menaati putusan tersebut masih saja acuh 
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebenarnya tidak menjadi 
kewenangan Mahkamah Konstitusi lagi karena Mahkamah Konstitusi hanya 
sebatas menyatakan suatu materi muatan ayat, pasal dan/ atau bagian dari 
undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak. Akan tetapi hal ini berpengaruh 
dalam bentuk pelaksanaan putusan tersebut yang merupakan tindak lanjut dari 
putusan sehingga konsistensinya sangat penting. 
Terkait dengan bentuk pelaksanaan putusan tersebut yang dalam hal 
ini Mahkamah Konstitusi hanya menyarankan dan pelaksanaan pemben-
tukannya tetap dilaksanakan oleh legislatif sehingga bentuk ini juga telah 
memenuhi elemen konstitusionalisme. Akan tetapi terkait dengan eksistensi 
putusan walaupun tidak memberi pengaruh mendalam dalam pelaksanaan 
tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi karena sifat putusan yang 
declaratoir dan erga omnes tetapi hal ini menjadikan bentuk pelaksanaan 
putusan ini tidak memenuhi konsep konstitusionalisme dalam arti dinamik 
dari Abdulkadir Besar karena lembaga legislatif dalam menjalankan bentuk 
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2. Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-074/PUU-II/2004 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Putusan ini merupakan salah satu perkembangan pola pelaksanaan 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan norma baru dalam putusan. 
Perumusan norma baru dalam putusan dilakukan agar materi muatan undang-
undang yang bagian tertentu dari pasalnya dinyatakan bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tetap 
bisa dilaksanakan. 
Eksekusi putusan yang amarnya mencantumkan rumusan norma yang 
baru tersebut dilaksanakan dengan menjalankan amanat undang-undang 
tersebut dengan norma yang baru itu. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terse-
but membawa implikasi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah berupa: 
a. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
oleh KPUD tidak lagi dipertanggungjawabkan kepada DPRD (akibat 
perumusan norma dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah); 
b. DPRD tidak lagi mempunyai hak untuk meminta pertang-gungjawaban 
pelaksanaan tugas KPUD (akibat penghapusan Pasal 66 ayat (3) huruf e 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah); 
c. KPUD harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tetapi 
bukan hanya kepada DPRD saja (akibat perumusan norma dalam Pasal 
67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah); dan 
d. Sanksi pembatalan sebagai pasangan calon karena melakukan 
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kekuatan hukum tetap tidak lagi dilakukan oleh DPRD (akibat 
perumusan norma dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). 
Dengan adanya bentuk pelaksanaan putusan seperti dalam putusan di 
atas, Mahkamah Konstitusi sedikit mereduksi kewenangan legislatif. Hal ini 
karena Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya menyatakan suatu materi 
muatan ayat, pasal dan/ atau bagian undang-undang bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak sampai 
merumuskan norma untuk bagian tertentu dari undang-undang. Ketika hal 
tersebut terjadi maka menyimpang dari konsep konstitusionalisme yang 
diberikan oleh Louis Henkin yakni mereduksi pemisahan kekuasaan. Selain 
itu juga menyimpang dari prinsip yang menjamin tegaknya negara hukum 
oleh Jimly Asshiddiqqie dalam hal pemisahan kekuasaan.  
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif yang tidak seharus-
nya membuat norma dalam undang-undang yang merupakan kewenangan 
legislatif. Dalam pola pelaksanaan putusan yang merumuskan norma baru 
dalam putusan, menurut penulis belum mewujudkan konstitusionalisme 
karena mencederai konsep pemisahan kekuasaan. Dalam hal ini, Mahkamah 
Konstitusi mendistorsi kewenangan lembaga legislatif. 
Akan tetapi, terkait dengan bentuk pelaksanaannya yang berupa 
ditindaklanjuti, menurut penulis telah memenuhi konsep konstitusionalisme 
dalam arti statik dan dinamik dari Abdulkadir Besar karena putusan tersebut 
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam amar 
putusan tersebut oleh lembaga yang bersangkutan sehingga tidak hanya 
sekedar menjadi norma tetapi ada realisasinya. Kemudian, bentuk ini juga 
sudah memenuhi elemen-elemen konstitusionalisme dari Louis Henkin 
maupun Jimly Asshiddiqqie karena bagaimanapun putusan ini, putusan ini 
tetap dilaksanakan dengan prinsip supremasi hukum sehingga dengan 
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yang membatalkan putusan tersebut (res judicata pro varitae habetour) maka 
putusan tetap dilaksanakan. 
3. Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
mempunyai pola pelaksanaan putusan yang ditolak. Karena putusan ini 
amarnya menyatakan bahwa permohonan ditolak, maka bentuk pelaksanaan 
putusannya adalah tidak perlu ditindaklanjuti. 
Pola pelaksanaan putusan yang ditolak tersebut telah memenuhi 
beberapa elemen konstitusionalisme dari Louis Henkin, yaitu (i) pemerintah 
berdasar konstitusi, hal ini nampak dalam hal Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dalam memutus dan membuat 
kebijakan hukum, ketika undang-undang yng diuji tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka 
permohonannya ditolak; (ii) independensi kekuasaan kehakiman, hal ini 
terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan wewenangnya 
dalam lingkup kekuasaan kehakiman secara independen tanpa intervensi dari 
pihak manapun untuk menjaga tegaknya konstitusi; dan (iii) pemerintah yang 
dibatasi hak-hak individu, hal ini terbukti bahwasannya pemerintah dalam 
menetapkan kebijakan dibatasi hak-hak individu yang berupa hak untuk 
memperoleh pekerjaan. 
Kemudian berdasar pada prinsip-prinsip untuk menjamin tegak-nya 
negara hukum menurut Jimly Asshiddiqqie, bentuk pelaksanaan putusan ini 
telah memenuhi prinsip-prinsip berupa: (i) supremasi hukum karena perma-
salahan ini diselesaikan dengan hukum sebagai norma tertinggi; (ii) 
persamaan dalam hukum, hal ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak 
membeda-bedakan siapa yang berperkara; (iii) asas legalitas, hal ini terlihat 
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pada peraturan tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi dimana dalam Pasal 56 ayat (5) bahwasannya apabila 
Mahkamah Konstitusi berpendapat materi yang diuji tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka 
permohonan ditolak; (iv) pembatasan kekuasaan, hal ini terlihat dari 
Mahkamah Konstitusi yang memegang kekuasaan yudisial; (v) peradilan 
bebas dan tidak memihak, hal ini terlihat jelas bahwa dalam menyelesaikan 
perkara pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris, Mahkamah Konstitusi 
tidak memihak; (vi) peradilan tata negara, pelaksanaan putusan Mahkamah 
Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris ini sebagai 
bukti eksistensi peradilan tata negara; (vii) perlindungan Hak Asasi Manusia, 
bentuk pelaksanaan putusan pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris ini 
melindungi hak asasi manusia dalam hak untuk mendapatkan pekerjaan; (viii) 
sarana mewujudkan tujuan negara, salah satu tujuan negara dalam hal mema-
jukan kesejahteraan umum khususnya memenuhi kebutuhan warga negara 
dalam hal memperoleh pekerjaan; dan (ix) transparansi dan kontrol sosial, hal 
ini sebagai wujud transparansi pemerintah dan kontrol terhadap kinerja 
pemerintah dalam mensejahterakan rakyat.  
Berdasarkan kajian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
dalam hal pola pelaksanaan putusan yang ditolak tersebut telah mewujudkan 
konstitusionalisme. Kemudian terkait dengan bentuk pelaksanaan putusan 
yang tidak perlu ditindaklanjuti tersebut menurut penulis juga sudah 
konstitusionalisme karena telah memenuhi elemen-elemen konstitusionalisme 
dan tidak ada elemen yang dilanggar. Bentuk pelaksanaan ini telah 
menjunjung tinggi hukum yaitu telah mematuhi peraturan berupa putusan 
tersebut. Selain itu juga telah mengakomodir prinsip pemisahan kekuasaan 
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4. Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi mempunyai pola pelaksanaan putusan yang ultra petita. 
Sedangkan bentuk pelaksanaannya adalah ditindaklanjuti. Pelaksanaan dari 
putusan ini telah membawa dampak yang sangat problematis karena putusan 
ini menyatakan pasal yang menjadi jantung undang-undang yaitu Pasal 27 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sehingga undang-undang ini juga tidak bisa berlaku.  
Dengan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini maka Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi yang sedang dirintis tumbang di tengah jalan. Padahal Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi ini adalah sarana penjamin Hak Asasi Manusia. 
Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hal fundamental yang harus 
dijamin dan ditegakkan dalam negara konstitusionalisme. 
Pelaksanaan putusan ini menjadi hal yang problematis. Pengajuan 
permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh pemohon adalah karena hak 
konstitusional pemohon dirugikan. Permasalahannya adalah ketika putusan 
Mahkamah Konstitusi justru semakin merugikan hak konstitusional pemohon 
bahkan semua pihak umum. Hal ini terlihat dari putusan Mahkamah Kons-
titusi Nomor 006/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Putusan Mahka-
mah Konstitusi yang membatalkan jantung undang-undang sehingga undang-
undang menjadi batal tersebut telah merenggut bangunan proses jaminan dan 
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warga negara dalam hal hak yang paling fundamental yaitu hak asasi 
manusia. 
Kemudian terhadap pelaksanaan putusan tersebut hanya sampai pada 
pengakuan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sampai saat ini belum dibentuk 
peraturan baru mengenai hal tersebut padahal jelas sekali undang-undang 
tersebut sudah tidak bisa dilaksanakan berikut komisinya.     
Pelaksanaan putusan pengujian Undang-Undang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi ini menurut penulis belum mengakomodir konsep konstitu-
sionalisme dalam arti dinamik dimana di dalamnya juga terkandung konstitu-
sionalisme dalam arti statik sebagaimana dinyatakan oleh Abdulkadir Besar 
karena belum ada interaksi antar komponen organ negara. Hal dikarenakan 
pelaksanaan putusan tersebut memangkas perjuangan penegakan dan perlin-
dungan Hak Asasi Manusia . 
Pelaksanaan putusan tersebut telah memenuhi beberapa elemen 
konstitusionalisme dari Louis Henkin, yaitu (i) pemerintah berdasar konsti-
tusi, hal ini nampak dalam hal Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dalam memutus dan membuat kebijakan 
hukum; (ii) pemisahan kekuasaan, hal ini dibuktikan dimana Mahkamah 
Konstitusi menjalankan wewenangnya dalam bidang yudisial dan kemudian 
dilaksanakan oleh lembaga eksekutif; (iii) independensi kekuasaan keha-
kiman, hal ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan 
wewenangnya dalam lingkup kekuasaan kehakiman secara independen tanpa 
intervensi dari pihak manapun untuk menjaga tegaknya konstitusi; dan (iv) 
kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi, hal ini terlihat jelas bahwa 
dalam menjalankan kekuasaan negara dibatasi Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia. 
Akan tetapi, bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 
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tersebut belum memenuhi elemen penting berupa pemerintah yang dibatasi 
oleh hak-hak individu karena dalam pelaksanaan putusan tersebut merugikan 
kepentingan individu dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. 
Kemudian berdasar pada prinsip-prinsip untuk menjamin tegak-nya 
negara hukum menurut Jimly Asshiddiqqie, bentuk pelaksanaan putusan ini 
telah memenuhi prinsip-prinsip berupa: (i) supremasi hukum karena permasa-
lahan ini diselesaikan dengan hukum sebagai norma tertinggi; (ii) persamaan 
dalam hukum, hal ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membeda-
bedakan siapa yang berperkara; (iii) pembatasan kekuasaan, hal ini terlihat 
dari Mahkamah Konstitusi yang memegang kekuasaan yudisial kemudian 
pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan eksekutif; (iv) 
peradilan bebas dan tidak memihak, hal ini terlihat jelas bahwa dalam menye-
lesaikan perkara pengujian Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekon-
siliasi, Mahkamah Konstitusi tidak memihak; dan (v) peradilan tata negara, 
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-
Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini sebagai bukti eksistensi 
peradilan tata negara. 
Akan tetapi pelaksanaan putusan tersebut belum memenuhi prinsip: (i) 
asas legalitas, hal ini terlihat bahwa putusan yang melebihi dari apa yang 
diajukan tidak ada aturannya baik dalam undang-undang maupun dalam 
peraturan Mahkamah Konstitusi; (ii) perlindungan Hak Asasi Manusia, 
bentuk pelaksanaan putusan pengujian Undang-Undang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi ini belum melindungi hak asasi manusia karena hak-hak 
yang sudah dilanggar tidak bisa diproses untuk dijamin; (iii) sarana 
mewujudkan tujuan negara, salah satu tujuan negara dalam hal memajukan 
kesejahteraan umum khususnya menjamin Hak Asasi Manusia warga 
negaranya; dan (iv) transparansi dan kontrol sosial, hal ini belum ada 
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Berdasarkan kajian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
dalam hal pola pelaksanaan putusan yang permohonannya dinyatakan dika-
bulkan dengan ultra petita belum maksimal dalam mewujudkan konstitu-
sionalisme. Hal ini dikarenakan belum memenuhi asas legalitas dan jaminan 
pemenuhan dan perlindunga Hak Asasi Manusia yang merupakan hal penting 
yang harus ditegakkan dalam negara hukum. 
5. Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan putusan yang mempunyai 
pola pelaksanaan dikabulkan. Putusan ini mengandung bentuk pelaksanaan 
berupa ditindaklanjuti dengan jangka waktu tertentu yaitu dengan penundaan 
keberlakuan putusan maksimal 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan. Hal 
ini ditaati oleh pembentuk undang-undang atau legislatif terbukti dengan 
dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelum 
batas waktu yang telah ditentukan dalam amar putusan habis. 
Pelaksanaan putusan penundaan keberlakuan putusan ini menurut 
penulis sudah mengakomodir konsep konstitusionalisme dalam arti dinamik 
dimana di dalamnya juga terkandung konstitusionalisme dalam arti statik 
sebagaimana dinyatakan oleh Abdulkadir Besar karena adanya interaksi antar 
komponen organ negara, tidak sekedar rumusan yang bersifat yuridik 
normatif. Hal tersebut terlihat dalam hal penundaan dalam keberlakuan 
putusan tersebut untuk memberikan waktu kepada lembaga negara yang 
berkaitan agar menyiapkan segala sarana dan prasarana demi tercapainya 
tujuan atau terlaksananya apa yang diamanahkan oleh putusan tersebut. 
Pelaksanaan putusan tersebut juga telah memenuhi beberapa elemen 
konstitusionalisme dari Louis Henkin, yaitu (i) pemerintah berdasar konsti-
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Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dalam memutus dan membuat kebijakan 
hukum; (ii) pemisahan kekuasaan, hal ini dibuktikan dimana Mahkamah 
Konstitusi menjalankan wewenangnya dalam bidang yudisial dan kemudian 
undang-undang sebagai bentuk pelaksanaan dibuat oleh lembaga legislatif; 
(iii) independensi kekuasaan kehakiman, hal ini terlihat bahwa Mahkamah 
Konstitusi menjalankan tugas dan wewenangnya dalam lingkup kekuasaan 
kehakiman secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun untuk 
menjaga tegaknya konstitusi; (iv) pemerintah yang dibatasi hak-hak individu, 
hal ini terbukti bahwasannya pemerintah dalam menetapkan kebijakan dalam 
pennganan perkra korupsi yang merugikan ini selalu memperhatikan kepenti-
ngan-kepentingan individu warga negaranya; dan (v) kekuasaan negara yang 
dibatasi oleh konstitusi, hal ini terlihat jelas bahwa dalam menjalankan keku-
asaan negara yang dalam perkara ini diuji agar sesuai dengan konstitusi dan 
menjamin tegaknya konstitusi. 
Kemudian berdasar pada prinsip-prinsip untuk menjamin tegak-nya 
negara hukum menurut Jimly Asshiddiqqie, bentuk pelaksanaan putusan ini 
telah memenuhi prinsip-prinsip berupa: (i) supremasi hukum karena permasa-
lahan ini diselesaikan dengan hukum sebagai norma tertinggi; (ii) persamaan 
dalam hukum, hal ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membeda-
bedakan siapa yang berperkara; (iii) asas legalitas, hal ini terlihat bahwa 
dalam menyelesaikan perkara ini, Mahkamah Konstitusi berpegang pada 
peraturan tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi dimana dalam Pasal 56 ayat (2) bahwasannya apabila 
Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan beralasan maka dikabulkan, 
kemudian dalam ayat (3) diatur lebih lanjut bahwa permohonan dikabulkan 
maka Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa materi yang 
diajukan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 1945, terkait dengan penundaan keberlakuan adalah hal 
teknis untuk memperlancar pelaksanaan putusan itu sendiri; (iv) pembatasan 
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saan yudisial kemudian pelaksanaan putusan berupa pembentukan undang-
undang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan legislatif; (v) peradilan bebas 
dan tidak memihak, hal ini terlihat jelas bahwa dalam menyelesaikan perkara, 
Mahkamah Konstitusi tidak memihak; (vi) peradilan tata negara, pelaksanaan 
putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai bukti eksistensi peradilan tata 
negara; (vii) perlindungan Hak Asasi Manusia, bentuk pelaksanaan putusan 
pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan ini melindungi hak asasi 
manusia; (viii) sarana mewujudkan tujuan negara, salah satu tujuan negara 
dalam hal menjaga ketertiban dunia; dan (ix) transparansi dan kontrol sosial, 
hal ini sebagai wujud transparansi pemerintah dan kontrol terhadap kinerja 
pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. 
6. Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
mempunyai pola pelaksanaan yang tidak dapat diterima. Karena amar putusan 
ini menyatakan permohonan tidak dapat diterima maka bentuk pelaksanaan 
putusan tersebut adalah tidak perlu ditindaklanjuti. 
Pelaksanaan putusan tersebut telah memenuhi beberapa elemen 
konstitusionalisme dari Louis Henkin, yaitu (i) pemerintah berdasar konsti-
tusi, hal ini nampak dalam hal Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dalam memutus dan membuat kebijakan 
hukum; (ii) pemisahan kekuasaan, hal ini dibuktikan dimana Mahkamah 
Konstitusi menjalankan wewenangnya dalam bidang yudisial; (iii) indepen-
densi kekuasaan kehakiman, hal ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi 
menjalankan tugas dan wewenangnya dalam lingkup kekuasaan kehakiman 
secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun untuk menjaga 
tegaknya konstitusi meskipun yang mengajukan adalah lembaga negara; dan 
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pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakan dibatasi oleh hak-hak 
individu. 
Kemudian berdasar pada prinsip-prinsip untuk menjamin tegaknya 
negara hukum menurut Jimly Asshiddiqqie, bentuk pelaksanaan putusan ini 
telah memenuhi prinsip-prinsip berupa: (i) supremasi hukum karena permasa-
lahan ini diselesaikan dengan hukum sebagai norma tertinggi; (ii) persamaan 
dalam hukum, hal ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membeda-
bedakan siapa yang berperkara meskipun lembaga negara sekalipun; (iii) asas 
legalitas, hal ini terlihat bahwa dalam menyelesaikan perkara ini, Mahkamah 
Konstitusi berpegang pada peraturan tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana dalam Pasal 56 ayat (1) 
bahwasannya apabila pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat 
maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena pemohon lembaga negara 
maka tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon; (iv) pembatasan kekua-
saan, hal ini terlihat dari Mahkamah Konstitusi yang memegang kekuasaan 
yudisial; (v) peradilan bebas dan tidak memihak, hal ini terlihat jelas bahwa 
dalam menyelesaikan perkara pengujian Undang-Undang Penyiaran, Mahka-
mah Konstitusi tidak memihak; (vi) peradilan tata negara, pelaksanaan 
putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang Penyiaran 
ini sebagai bukti eksistensi peradilan tata negara; (vii) perlindungan Hak 
Asasi Manusia, bentuk pelaksanaan putusan pengujian Undang-Undang 
Penyiaran ini melindungi hak asasi manusia, karena yang mengajukan tidak 
dirugikan hak konstitusionalnya maka permohonan tidak dapat diterima; dan 
(viii) transparansi dan kontrol sosial, hal ini sebagai wujud transparansi 
pemerintah dan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam mensejahterakan 
rakyat. 
7. Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal 
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mempunyai pola pelaksanaan putusan conditionally unconstitutional. Putusan 
yang tidak konstitusional bersyarat ini dilaksanakan dengan pelaksanaan 
norma di luar persyaratan yang ditentukan dan ketika bertentangan bisa 
dimohonkan pengujian kembali. Oleh karena itu, bentuk pelaksanaannya 
adalah ditindaklanjuti dan jika bertentangan dapat dimohonkan pengujian 
kembali. 
Pola pelaksanaan putusan yang conditionally unconstitutional telah 
meme-nuhi beberapa elemen konstitusionalisme dari Louis Henkin, yaitu (i) 
pemerintah berdasar konstitusi, hal ini nampak dalam hal Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dalam memutus 
dan membuat kebijakan hukum; (ii) independensi kekuasaan kehakiman, hal 
ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan wewenang-
nya dalam lingkup kekuasaan kehakiman secara independen tanpa intervensi 
dari pihak manapun untuk menjaga tegaknya konstitusi; (iv) pemerintah yang 
dibatasi hak-hak individu, hal ini terbukti bahwasannya pemerintah dalam 
menetapkan kebijakan harus memperhatikan kepentingan-kepentingan indivi-
du warga negaranya yakni dengan memberikan putusan yang bermanfaat bagi 
rakyat walaupun tidak ada aturan tertulisnya; dan (v) kekuasaan negara yang 
dibatasi oleh konstitusi, hal ini terlihat jelas bahwa dalam menjalankan 
kekuasaan negara dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia. 
Akan tetapi, ditinjau dari teori Louis Henkin, pola pelaksanaan 
putusan ini belum mengakomodir elemen pemisahan kekuasaan. Seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya, bentuk pelaksanaan putusan ini menjadikan 
Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bergerak di bidang yudisial, 
mendistorsi kewenangan DPR yang bergerak di bidang legislatif. Hal ini 
biasa disebut dengan negative legislator sehingga tidak sesuai dengan konsep 
pemisahan kekuasaan. Kemudian terkait dengan bentuk pelaksanaan putusan 
ini juga telah menyimpang dari ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 
bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.. 
Kemudian berdasar pada prinsip-prinsip untuk menjamin tegaknya 
negara hukum menurut Jimly Asshiddiqqie, pola pelaksanaan putusan ini 
telah memenuhi prinsip-prinsip berupa: (i) supremasi hukum karena permasa-
lahan ini diselesaikan dengan hukum sebagai norma tertinggi; (ii) persamaan 
dalam hukum, hal ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membeda-
bedakan siapa yang berperkara; (iii) peradilan bebas dan tidak memihak, hal 
ini terlihat jelas bahwa dalam menyelesaikan perkara pengujian undang-
undang, Mahkamah Konstitusi tidak memihak; (iv) peradilan tata negara, 
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-
Undang Advokat ini sebagai bukti eksistensi peradilan tata negara; (v) 
perlindungan Hak Asasi Manusia, bentuk pelaksanaan putusan pengujian 
Undang-Undang Ketenagalistrikan ini melindungi hak asasi manusia dalam 
hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (vi) sarana 
mewujudkan tujuan negara, salah satu tujuan negara dalam hal memajukan 
kesejahteraan umum; dan (vii) transparansi dan kontrol sosial, hal ini sebagai 
wujud transparansi pemerintah dan kontrol terhadap kinerja pemerintah 
dalam mensejahterakan rakyat. 
Akan tetapi, bentuk pelaksanaan putusan ini tidak memenuhi prinsip 
supremasi hukum karena telah melanggar konsep putusan Mahkamah 
Konstitusi yang final dan mengikat yang dinyatakan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan bisa dimohonkan 
pengujian kembali terhadap putusan tersebut. 
Pola pelaksanaan putusan ini, selain belum memenuhi prinsip 
pemisahan kekuasaan seperti dijelaskan di atas juga belum memenuhi prinsip 
asas legalitas dari prinsip untuk menjaga tegaknya negara hukum 













































commit to user 
135 
 
aturan mengenai bentuk pelaksanaan putusan yang tidak konstitusional 
bersyarat. 
Menurut penulis, pola pelaksanaan putusan yang tidak kostitusional 
bersyarat belum bisa dikatakan mewujudkan konstitusionalisme karena masih 
ada beberapa elemen maupun prinsip yang belum dipenuhi begitu juga 
terhadap bentuk pelaksanaan yang ditindaklanjuti dan jika bertentangan bisa 
dimohonkan pengujian kembali tersebut. Hal ini menyisakan problema 
distorsi kewenangan legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. 
8. Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 mengenai 
pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia mempunyai pola pelaksanaan conditionally constitutional 
dan bentuk pelaksanaan ditindaklanjuti dan jika bertentangan dapat 
dimohonkan pengujian kembali. Pelaksanaannya secara langsung dengan 
menafsirkan Pasal 22 ayat (1) huruf d sesuai dengan penafsiran Mahkamah 
Konstitusi. Oleh karena itu, Presiden mengganti Jaksa Agung yang lama 
dengan yang baru karena masa jabatan Jaksa Agung sesuai dengan masa 
jabatan Presiden dan kabinet. 
Pelaksanaan putusan pengujian Undang-Undang Kejaksaan Republik 
Indonesia ini menurut penulis sudah mengakomodir konsep konstitusiona-
lisme dalam arti dinamik dimana di dalamnya juga terkandung konstitusio-
nalisme dalam arti statik sebagaimana dinyatakan oleh Abdulkadir Besar 
karena adanya interaksi antar komponen organ negara, tidak sekedar rumusan 
yang bersifat yuridik normatif. Hal tersebut terlihat dalam hal penggantian 
jabatan Jaksa Agung yang lama dengan yang baru sebagai wujud pelaksanaan 
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Pola pelaksanaan putusan tersebut juga telah memenuhi beberapa 
elemen konstitusionalisme dari Louis Henkin, yaitu (i) pemerintah berdasar 
konsti-tusi, hal ini nampak dalam hal Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dalam memutus dan membuat 
kebijakan hukum; (ii) independensi kekuasaan kehakiman, hal ini terlihat 
bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan wewenangnya dalam 
lingkup kekuasaan kehakiman secara independen tanpa intervensi dari pihak 
manapun untuk menjaga tegaknya konstitusi; (iii) kekuasaan negara yang 
dibatasi oleh konstitusi, hal ini terlihat jelas bahwa dalam menjalankan 
kekuasaan negara yang dalam perkara ini mengenai jabatan dibatasi oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
merupakan konstitusi Indonesia. 
Akan tetapi, sama dengan conditionally unconstitutional, ditinjau dari 
teori Louis Henkin, pola pelaksanaan putusan ini belum mengakomodir 
elemen pemisahan kekuasaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
bentuk pelaksanaan putusan ini menjadikan Mahkamah Konstitusi yang 
seharusnya bergerak di bidang yudisial, mendistorsi kewenangan DPR yang 
bergerak di bidang legislatif. Hal ini biasa disebut dengan negative legislator 
sehingga tidak sesuai dengan konsep pemisahan kekuasaan. 
Kemudian berdasar pada prinsip-prinsip untuk menjamin tegaknya 
negara hukum menurut Jimly Asshiddiqqie, bentuk pelaksanaan putusan ini 
telah memenuhi prinsip-prinsip berupa: (i) supremasi hukum karena permasa-
lahan ini diselesaikan dengan hukum sebagai norma tertinggi; (ii) persamaan 
dalam hukum, hal ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membeda-
bedakan siapa yang berperkara; (iii) peradilan bebas dan tidak memihak, hal 
ini terlihat jelas bahwa dalam menyelesaikan perkara pengujian undang-
undang, Mahkamah Konstitusi tidak memihak; (iv) peradilan tata negara, 
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-
Undang Kejaksaan Republik Indonesia ini sebagai bukti eksistensi peradilan 
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putusan pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan ini melindungi hak 
asasi manusia dalam hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi 
kemanusiaan; (vi) sarana mewujudkan tujuan negara, salah satu tujuan negara 
dalam hal memajukan kesejahteraan umum; dan (vii) transparansi dan kontrol 
sosial, hal ini sebagai wujud transparansi pemerintah dan kontrol terhadap 
kinerja pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. 
Akan tetapi, pola pelaksanaan putusan ini, selain belum memenuhi 
prinsip pemisahan kekuasaan seperti dijelaskan di atas juga belum memenuhi 
prinsip asas legalitas dari prinsip untuk menjaga tegaknya negara hukum 
sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqqie. Hal ini dikarenakan tidak ada 
aturan mengenai bentuk pelaksanaan putusan yang konstitusional bersyarat. 
Kemudian terhadap bentuk pelaksanaan putusan, sama dengan 
pembahasan sebelumnya yakni belum memenuhi prinsip supremasi hukum 
karena menyimpang dari ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang mencakup bahwa 
putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Sedangkan dalam hal ini, 
bentuk pelaksanaan putusan tersebut menjadikan putusan bisa diuji kembali. 
Menurut penulis, pola pelaksanaan putusan yang kostitusional 
bersyarat belum bisa dikatakan mewujudkan konstitusionalisme karena masih 
ada beberapa elemen maupun prinsip yang belum dipenuhi. Hal ini 
menyisakan problema distorsi kewenangan legislatif oleh Mahkamah 
Konstitusi. Kemudian, bentuk pelaksanaan putusannya pun belum 
mewujudkan konstitusionalisme. 
Berdasarkan pembahasan di atas terlihat bahwa pelaksanaan putusan 
Mahkamah Konstitusi memang masih menghadapi banyak kendala yang harus 
dievaluasi dan diperbaiki. Hal ini tidak mengurangi semangat untuk mewujudkan 
konstitusionalisme. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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konstitusionalisme. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki supaya 




















































1. Pola dan Bentuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
Berdasarkan pembahasan penulis mengenai pola dan bentuk 
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara pengujian 
undang-undang, ada beberapa pola pelaksanaan putusan Mahkamah 
Konstitusi, yaitu: 
a. Tidak Dapat Diterima 
Permohonan yang dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi 
menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima mengacu pada 
Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi.  
Contoh permohonan yang amar putusannya menyatakan tidak 
dapat diterima adalah putusan perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 
Terhadap putusan tersebut bisa diajukan kembali tetapi bukan oleh 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena KPI tidak memenuhi 
kualifikasi sebagai Pemohon. 
b. Dikabulkan 
Permohonan dikabulkan, dalam realita ada 2 (dua) variasi yaitu 
dikabulkan keseluruhan dan dikabulkan sebagian. Permohonan dikabul-
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dikabulkan semuanya. Sedangkan permohonan dikabulkan sebagian 
artinya apa yang dimohonkan oleh pemohon ada yang diterima dan ada 
yang ditolak.  
Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya 
menyatakan bahwa permohonan dikabulkan seluruhnya adalah putusan 
perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Yang dikabul-
kan seluruhnya adalah dalam hal pengujian materiil sedangkan dalam 
pengujian formil dinyatakan ditolak.  
c. Ditolak 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menyatakan bahwa 
permohonan ditolak berarti pembentukan maupun materi muatannya 
tidak bertentangan dengan undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Terhadap putusan yang seperti ini, tidak ada 
pelaksanaan putusan. Hanya saja, permohonan yang putusannya telah 
menyatakan demikian tidak dapat dimohonkan kembali ke Mahakamah 
Konstitusi. 
Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menyatakan 
bahwa permohonan ditolak yaitu putusan Mahakamah Konstitusi dalam 
perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adanya 
pengujian tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun sehingga 
undang-undang tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 
d. Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) 
Conditionally constitutional dilakukan sebagai alternatif dalam 
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mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan 
yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya 
akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 atau tidak. Kalau undang-undang nanti diterapkan 
pelaksanaan seperti bentuk A maka ia bersifat konstitusional, namun jika 
diterapkan pelaksanaan dengan bentuk B maka ia akan bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
(Harjono, 2008: 179). 
Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang berbentuk 
conditionally constitutional yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan putusan 
tersebut adalah dengan menafsirkan materi muatan yang diujikan sesuai 
dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan dalam amar 
putusannya. 
e. Tidak Konstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional) 
Selain putusan yang conditionally constitutional, dalam 
perkembangan putusan juga terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
merupakan putusan tidak konstitusional bersyarat (conditionally 
unconstitutional). Pada dasarnya, sebagaimana argumentasi dari 
diputuskannya putusan konstitusional bersyarat, putusan tidak 
konstitusional bersyarat juga disebabkan karena jika hanya berdasarkan 
pada amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka akan sulit untuk 
menguji undang-undang di mana sebuah undang-undang seringkali 
mempunyai sifat yang diru-muskan secara umum, padahal dalam 
rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam 
pelaksanaannya akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
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Contoh putusan conditionally unconstitutional adalah pada 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. 
Dalam konklusi putusan, dinyatakan bahwa “Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah tidak konsti-
tusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak 
dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan”. 
Bentuk pelaksanaan putusan ini adalah dengan menjalankan ketentuan 
tersebut di luar dari apa yang disebutkan dalam syarat tersebut sehingga 
ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
f. Perumusan Norma dalam Putusan 
Perumusan norma dalam putusan merupakan salah satu pola 
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Pola ini semakin menegas-
kan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator yaitu 
Mahkamah Konstitusi menciptakan norma baru yang seharusmya 
menjadi kewenangan legislatif. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi perlu 
memberikan amar putusan dengan pola ini untuk menjaga keutuhan 
pelaksanaan konstitusi. Hal ini juga diperlukan karena kebutuhan akan 
ketentuan yang cepat.  
Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodir pola 
putusan ini adalah Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan 
bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan permohonan berten-
tangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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penghapusan bagian tertentu tersebut, maka pasal-pasal tersebut menjadi 
sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya. Hal ini agar 
undang-undang tersebut tetap bisa dilaksanakan. 
g. Ultra Petita 
Pola pelaksanaan putusan berupa ultra petita  terjadi ketika Mah-
kamah Konstitusi memutus melebihi apa yang dimohon. Hal ini dilaku-
kan tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun 
dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, hal ini sudah terjadi 
berulang kali dan ini dibenarkan demi tercapainya keadilan dan 
kemanfaatan. 
Contoh putusan yang mempunyai pola ultra petita adalah Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 mengenai perkara 
pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebe-
naran dan Rekonsiliasi. Dalam perkara tersebut yang diajukan hanya 
beberapa pasal akan tetapi Mahkamah Konstitusi memutus satu undang-
undang tersebut. 
Kemudian bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam 
perkara pengujian undang-undang, yaitu: 
a. Ditindaklanjuti 
Bentuk pelaksanaan putusan ditindaklanjuti adalah bentuk umum 
yang telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Seperti 
dijelaskan sebelumnya bentuk pelaksanaan ini dilakukan dengan pengu-
muman dalam Berita Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
putusan diucapkan dan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/ atau 
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Dari beberapa perkembangan pola pelaksanaan putusan di atas, 
yang mempunyai bentuk pelaksanaan berupa ditindaklanjuti selain pola 
pelaksanaan putusan yang dikabulkan yaitu pola pelaksanaan putusan 
yang merumuskan norma baru dalam putusan. Bentuk pelaksanaannya 
adalah ditindaklanjuti dalam arti melaksanakan ketentuan sesuai dengan 
norma baru yang ada dalam putusan tersebut, bukan norma yang telah 
ada sebelumnya. 
Kemudian terhadap pola pelaksanaan putusan yang ultra petita, 
bentuk pelaksanaannya juga dengan ditindaklanjuti. Dalam putusan 
pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebe-
naran dan Rekonsiliasi yang mempunyai pola pelaksanaan putusan ultra 
petita, bentuk pelaksanaannya dengan ditindaklanjuti yakni dengan tidak 
berlakunya lagi Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
tersebut. 
b. Tidak perlu ditindaklanjuti 
Bentuk pelaksanaan putusan tidak perlu ditindaklanjuti seperti 
telah dijelaskan sebelumnya, berlaku untuk pola pelaksanaan putusan 
yang tidak dapat diterima dan ditolak. Contoh putusan yang mempunyai 
bentuk pelaksanaan seperti ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan putusan 
yang ditolak. Pola pelaksanaan putusan yang demikian mempunyai ben-
tuk pelaksanaan berupa tidak perlu ditindaklanjutinya putusan tersebut. 
Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006 
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
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c. Ditindaklanjuti dengan jangka waktu tertentu 
Bentuk pelaksanaan putusan ditindaklanjuti dengan waktu ter-
tentu yaitu bentuk pelaksanaan putusan dimana putusan tersebut dilak-
sanakan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu contoh putusan yang 
bentuk pelaksanaannya berupa ditindaklanjuti dengan jangka waktu 
tertentu adalah Putusan Perkara Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal Pengu-
jian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan 
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan yang dengan kata 
lain merupakan penangguhan pelaksanaan putusan. 
Pembatasan akibat hukum berupa penangguhan tidak mengikat-
nya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dinyatakan berten-
tangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sedemikian rupa dengan memberi waktu yang cukup bagi pemben-
tuk undang-undang untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
sekaligus secara keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional 
yang diperlukan bagi keberadaan KPK dan upaya pemberantasan tindak 
pidana korupsi. Untuk kepentingan umum yang jauh lebih besar, Mahka-
mah Konstitusi merasa perlu membatasi akibat hukum yang timbul dari 
pernyataan inkonstitusionalitas suatu undang-undang. Bentuk pelak-
sanaan putusan ini secara nyata dipenuhi dalam jangka waktu tersebut 
yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana 
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d. Ditindaklanjuti dan jika bertentangan bisa dimohonkan pengujian 
kembali 
Bentuk pelaksanaan putusan ditindaklanjuti dan jika bertentangan 
bisa dimohonkan pengujian kembali ini dipakai untuk pola pelaksanaan 
putusan yang conditionally constitutional dan conditionally unconsti-
tutional. Bentuk pelaksanaan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 60 
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa materi 
muatan ayat, pasal dan/ atau bagian undang-undang yang telah diuji tidak 
dapat dimohonkan pengujian kembali. 
Akan tetapi, maksud bisa dimohonkan pengujian kembali dalam 
hal ini adalah bisa dimohonkan pengujian ketika pelaksanaan ketentuan 
yang telah diputus bersyarat tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan 
syarat yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. 
Hal ini berarti alasan permohonan pengujian jelas berbeda dengan alasan 
yang telah dinyatakan dalam permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, 
terhadap berlakunya conditionally constitutional maupun conditionally 
unconstitutional haruslah diimbangi dengan adanya constitutional ques-
tions yaitu hak suatu lembaga untuk bertanya kepada Mahkamah Konsti-
tusi terkait dengan ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewe-
nangnya tersebut. Hal ini dimaksudkan agar suatu lembaga dalam melak-
sanakan suatu ketentuan tidak salah menafsirkan termasuk dalam melak-
sanakan putusan yang bersyarat tersebut. 
e. Ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang baru 
Suatu putusan juga ada yang mempunyai bentuk pelaksanaan 
putusan berupa ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang 
baru. Pembentukan undang-undang baru ini dilakukan untuk menggan-
tikan peraturan yang lama yang telah dinyatakan bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena 
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bentuk pelaksanaan seperti ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Karena pentingnya 
undang-undang tersebut yang menyangkut hajat hidup orang banyak 
maka putusan tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk undang-
undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan. 
2. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam 
Perkara Pengujian Undang-Undang untuk Mewujudkan Konstitusionalisme 
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara pengujian 
undang-undang yang mengikat tidak hanya bagi pihak yang berperkara tetapi 
mengikat bagi semua pihak secara langsung tanpa adanya eksekutor. 
Pelaksanaan putusan meliputi pengumuman di Berita Negara Republik 
Indonesia dan kemudian melaksanakan apa yang menjadi amar putusan. 
Kebanyakan dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara 
pengujian undang-undang yang mengabulkan permohonan adalah menya-
takan suatu ketentuan tidak berlaku, pelaksanaan dari putusan ini  hanya 
dengan menganggap bahwa suatu undang-undang tidak berlaku dan 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
sehingga undang-undang tersebut tidak bisa dijadikan dasar bertindak lagi. 
Tidak ada ketentuan normatif yang mengatur pelaksanaan putusan 
Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara pengujian undang-undang 
karena putusannya yang bersifat declaratoir dan constitutief maka eksekusi-
nya secara otomatis sehingga tidak memerlukan peraturan maupun lembaga 
pengeksekusi. Akan tetapi hal ini menimbulkan permasalahan ketika putusan 
tersebut tidak dijalankan oleh lembaga terkait atau dalam arti tidak dipenuhi. 
Namun demikian, tindakan yang berdasar peraturan yang telah dinyatakan 
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Penilaian terhadap pola dan bentuk pelaksanaan putusan tersebut 
sudah mewujudkan konstitusionalisme atau belum, ditinjau dari konsep 
konstitusionalisme Abdulkadir Besar, elemen konstitusionalisme Louis 
Henkin dan prinsip-prinsip untuk menjaga tegaknya negara hukum Jimly 
Asshiddiqqie, adalah sebagai berikut: 
a. Pola pelaksanaan putusan 
1) Dikabulkan 
Pola pelaksanaan putusan yang permohonannya dinyatakan dikabul-
kan, menurut penulis telah mewujudkan konstitusionalisme.  
2) Perumusan Norma Baru dalam Putusan 
Pola pelaksanaan putusan yang merumuskan norma baru dalam 
putusan, menurut penulis belum mewujudkan konstitusionalisme 
karena mencederai konsep pemisahan kekuasaan. Dalam hal ini, 
Mahkamah Konstitusi mendistorsi kewenangan lembaga legislatif. 
3) Ditolak 
Pola pelaksanaan putusan yang permohonannya dinyatakan ditolak 
tersebut menurut penulis telah mewujudkan konstitusionalisme. 
4) Ultra Petita 
Pola pelaksanaan putusan yang permohonannya dinyatakan dikabul-
kan dengan ultra petita, menurut penulis belum maksimal dalam 
mewujudkan konstitusionalisme. Hal ini dikarenakan belum meme-
nuhi asas legalitas dan jaminan pemenuhan dan perlindunga Hak 
Asasi Manusia yang merupakan hal penting yang harus ditegakkan 
dalam negara hukum. 
5) Tidak Dapat Diterima 
Pola pelaksanaan putusan yang tidak dapat diterima menurut penulis 
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6) Conditionally Unconstitutional 
Menurut penulis, pola pelaksanaan putusan yang tidak kostitusional 
bersyarat belum bisa dikatakan mewujudkan konstitusionalisme 
karena masih ada beberapa elemen maupun prinsip yang belum 
dipenuhi. Hal ini menyisakan problema distorsi kewenangan 
legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. 
7) Conditionally Constitutional 
Pola pelaksanaan putusan yang kostitusional bersyarat belum bisa 
dikatakan mewujudkan konstitusionalisme karena masih ada 
beberapa elemen maupun prinsip yang belum dipenuhi.  
b. Bentuk pelaksanaan putusan 
1) Ditindaklanjuti 
Bentuk pelaksanaan putusan dengan ditindaklanjuti menurut penulis 
telah ,ewujudkan konstitusionalisme. 
2) Tidak perlu ditindaklanjuti 
Bentuk pelaksanaan putusan tidak perlu ditindaklanjuti, menurut 
penulis telah mewujudkan konstitusionalisme. 
3) Ditindaklanjuti dengan jangka waktu tertentu 
Bentuk pelaksanaan putusan ditindaklanjuti dengan jangka waktu 
tertentu, menurut penulis telah mewujudkan konstitusionalisme. 
4) Ditindaklanjuti dan jika bertentangan dapat dimohonkan pengujian 
kembali 
Bentuk pelaksanaan putusan yang ditindaklanjuti dan jika 
bertentangan dapat dimohonkan pengujian kembali, menurut penulis 
belum mewujudkan konstitusionalisme karena tidak mengakomodir 
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dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
5) Ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang baru 
Bentuk pelaksanaan putusan ditindaklanjuti dengan pembentukan 
undang-undang baru, menurut penulis telah mewujudkan konstitusi-
onalisme karena dalam hal ini pembentukan undang-undang baru 
dilakukan oleh legislatif untuk menggantikan undang-undang yang 
sudah tidak berlaku karena pentingnya pengaturan tersebut. 
B. Saran 
Berdasarkan pengkajian penulis di atas maka penulis bisa memberikan 
saran, antara lain: 
1. Bagi Mahkamah Konstitusi 
a. Hendaknya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara 
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat dalam Lembaran Negara, bukan 
hanya dalam taraf Berita Negara karena putusan tersebut menyatakan 
suatu undang-undang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sehingga seharusnya diumumkan dalam Lembaran Negara setara dengan 
undang-undang yang diumumkan dalam Lembaran Negara;  
b. Hendaknya kewenangan Mahkamah Konstitusi ditambah dan diatur lebih 
lanjut yaitu berkaitan dengan kewenangan constitutional complaint dan 
constitutional questions untuk mengimbangi adanya conditionally 
constitutional dan conditionally unconstitutional; dan 
c. Hendaknya ada pemantauan atau pengawasan dari Mahkamah Konstitusi 













































commit to user 
151 
 
2. Bagi Lembaga Pembentuk Undang-Undang dan Lembaga Negara yang 
Terkait Lainnya 
a. Hendaknya pembentuk undang-undang segera menyiapkan Rancangan 
Undang-Undang mengenai undang-undang sesuai dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak melanggar apa yang 
telah ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang telah 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan 
b. Hendaknya lembaga negara yang terkait segera melaksanakan amar 
putusan agar bisa tercapai konsistensi dari putusan Mahkamah 
Konstitusi.  
3. Bagi Masyarakat 
a. Hendaknya masyarakat ikut serta melancarkan pelaksanaan putusan 
Mahkamah Konstitusi dengan melaksanakan ketentuan yang berlaku 
sebagaimana mestinya; dan 
b. Hendaknya masyarakat ikut serta mewujudkan konstitusionalisme 
dengan mengajukan permohonan apabila hak-hak konstitusionalnya 
dilanggar oleh adanya undang-undang. 
 
 
 
